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7 can do everything through Him
( Philispians & : 13 )
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BAB i

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Di era globalisasi tahun 2000-an ini kegiatan pasar modal semakin berkembang
pesat, gemuruh dan hingar bingarnya pasar modal terjadi dimana-mana tidak terkecuali
di Indonesia, dimana pasar modal telah menjadi suatu target, banyak pikiran dan uang
dicurahkan oleh banyak orang. Pasar modal merupakan suatu tempat dimana orang
memainkankan perannya sendiri-sendiri. Ada peran yang memerlukan uang tetapi ada
pula peran yang justru kelebihan uang, sehingga perlu tempat berinvestasi. Dan ada pula
mereka yang hanya sekedar punya hobi berspekulasi, mereka berlomba-lomba untuk
sekedar meraih untung disana dan untuk itu sering terjadi trik-trik bisnis (sehat atau
tidak sehat).

Pasar modal sama dengan pasar-pasar biasa lainnya, di pasar modal juga
berkumpul orang-orang untuk melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan
Jjual-beli. Namun dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan.
Efek disini berupa dana-dana jangka panjang yang merupakan utang yang biasanya
berbentuk obligasi dan ada juga dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri,

biasanya berbentuk saham.
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Dalam Undang-undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13
dikatakan bahwa :

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Jadi Undang-undang Pasar Modal tidak memberi arti kepada Pasar Modal
secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku
dari suatu pasar modal. Pasar modal memiliki peranan penting dalam suatu
perkembangan ekonomi di suatu negara, karena suatu pasar modal dapat berfungsi
sebagai :'

|. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke

dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.

o

. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan
pembangunan nasional.

3. Mendororng terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan
kesempatan kerja.

4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi

5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata
sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “open market
operation’ sewaktu—waktu diperlukan oleh Bank Sentral.

6. Menekan tinggir.ya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang reasonable.

7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

i Departemen Keuangan RI. Seluk Beluk Pasar Modal. Jakarta : t.t., hal. S.

|
|
y
|
!
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(9%}

Dalam suatu pasar modal terdapat pihak-pihak dengan bermacam-macam
profesi, ada Bapepeam yang bertugas sebagai pengawas, Bursa Efek untuk pasar yang
tertib, pialang sebagai perantara, penasihat investasi, notaris, penilai, akuntan ,konsultan
hukum, yang bertugas menganalisis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan
adanya berbagai macam kepentingan dalam suatu pasar modal tersebut maka tidaklah
mustahil akan muncul sengketa-sengketa antar pihak dalam pasar rnedal.

Dengan begitu banyak dan complicatednya kegiatan dan kepentingan para
pithak dalam pasar modal, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang
mengatur pasar modal agar menjadi teratur, adil dan sebagainya. Yang kemudian
lahirlah Hukum Pasar Modal (Capital Market Law, securities Law). Hukum Pasar
Modal ini memiliki ruang lingkup pengaturan sebagai berikut :>

1. Pengaturan tentang perusahaan, misalnya :

(a) Disclosure requirement;

(b) Perlindungan pemegang saham minoritas.

o

. Tentang surat berharga pasar modal;

W

. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yang meliputi :
(a) Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga;
(b) Tentang profesi dalam pasar modal,
(c) Tentang perdagangan surat berharga.

Hukum pasar modal di Indonesia berkembang sesuai dengan perkembangan

pasar modal itu sendiri, yang puncaknva adalah dengan keluarnye Undang-undang

Sumantoro. Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia. Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1988, hal. 33.
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Pasar Modal yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1995, yang terdiri dari 18 bab dan 116
pasal. Yang kemudian diikuti oleh beberapa aturan pclaksanaannya Dimana Undang-
undang ini memiliki target yuridis, antara lain 2

1. Keterbukaan informasi;

2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal;

W

. Pasar yang tertib dan modern;

¥

. Efisiensi;

5. Kewajaran;

(o)

. Perlindungan investor.

Selain hukum pasar modal yang mengatur segala sesuatu dalam pasar modal,
tidak kalah penting juga perlu adanya suatu lembaga penyelesaian sengketa untuk
menyelesaikan  sengketa-sengketa yang terjadi  dalam pasar modal. Karena
bagaimanapun juga sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, sepanjang
kehidupannya manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Dalam masyarakat tradisional
sengketa kerap diselesaikan antar mereka dengan menggunakan kekerasan. Sementara
masyarakat modern menyelesaikan sengketa tanpa kekerasan, meleinkan dengan
memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap netral. Pengadilan merupakan sarana yang
disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa antar subyek hukum dalam
masyarakat tertentu. Suatu masyarakat dapat digolong-golongkan berdasarkan profesi,
seperti petani, pegawai negeri dan pelaku bisnis. Kebutuhan penyelesaian sengketa

diantara masyarakat berbeda satu sama lain.

Munir fuady, Pasar Modal inodern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
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n

Para pelaku dalam kegiatan pasar modal temasuk dalam golongan pelaku
bisnis, yang umumnya menghendaki agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara
cepat, didasarkan atas keahlian dan tertutup. Bagi pelaku bisnis penyelesaian sengketa
melalui pengadilan diangap tidak efisien dan dihinggapi banyak kelemahan. Kelemahan
pertama adalah pengadilan terkadang kurang responsif terhadap sengketa yang muncul
di masyarakat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Sengketa
vang muncul di masyarakat tidaklah terbatas pada sengketa-sengketa tertentu saja,
berbagai sengketa yang rumit kerap kali muncul dan memerlukan penanganan dengan
pengetahuan teknis tertentu, sehingga dituntut pengambil putusan yang tidak saja adil
tetapi memiliki keahlian. Kedua, kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan
dianggap terlalu birokratis mengingat harus melewati tahapan-tahapan yang panjang
sebelum suatu putusan menjadi putusan yang tetap dan dapat dieksekusi, sementara para
pelaku bisnis menghendaki putusan yang cepat. Ketiga, dengan banyaknya tumpukan
perkara, pelaku bisnis pesimis bahwa perkara mereka mendapat prioritas untuk
diselesaikan. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengendalikan kapan perkara
mereka dapat diselesaikan, karena semua sangat tergantung pada birokrasi di
pengadilan.

Mengingat tiga kelemahan ini dalam dunia bisnis, telah dikembangkan suatu
lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan ciri yang sama dengan
pengadilan. [.embaga ini dikenal sebagai arbitrase.

Arbitase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut

“pengadilan wasit”. Disini para arbiter bertindak selayaknya seorang wasit. Arbitrase
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memiliki pengertian bahwa arbitrase adalah memeriksa sesuatu, atau mengambil
keputusar. mengenai faecdahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak
vang bertentangan diserahkan kepada satu pihak yang tidak berkepentingan untuk
mengadakan pemeriksaan dan mengambil sutu keputusan terakhir. Pihak yang tidak
berkepentingan, atau arbiter tersebut, dapat dipilih oieh pihak-pihak itu sendiri, atau
boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-
pthak itu. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu
sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbiter.*

Menurut sumber lain dikatakan arbitrase merupakan salah satu metode
penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas
sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :°

(1) Perbedaan penafsiran (dispute) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa :

(a) Kontraversi pendapat (controversy);
(b) Kesalahan pengertian (misunderstanding);
(c) Ketidaksepakatan (disagreement);
(2) Pelanggaran perjanjian (breach of contract). Termasuk di dalamnya
adalah:
(a) Sah atau tidaknya kontrak;
(b) Berlaku atau tidaknya kontrak;

(4) Pengakhiran kontrak (termination of contract);

' Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2000, h. 11

5

Ibid., h. 12.

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

(5) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan
hukum.
Dan menurut Undang-undang Arbitrase No. 30 tahun 1999, yang dimaksudkan
arbitrase adalah :
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang
didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara terulis oleh para
pihak yang bersengketa (vide pasal 1 ayat (1) Undang-undang Arbitrase No. 30
tahun 1999).
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik suatu
rumusan inasalah yang timbul, yaitu :
a. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan pasar
modal?

b. Seberapa jauh putusan arbitrase mempunyai kekuatan mengikat terhadap para

pihak yang bersengketa dalam kegiatan pasar modal ?

2. Penjelasan judul

Skripsi ini mempunyai judul “Arbitrase sebagai Sarana Penyelesaian
Sengketa Pasar Modal”. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. ° Sarana penyelesaian maksudnya disini

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyclesaian Sengketa.
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adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan. Dan sengketa
sendiri berarti pertikaian, perselisihan.7

Pasar Modal berasal dari bahasa Inggris capitul market yang berarti suatu
tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk
kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat
efek yang beru dikeluarkan.®

Setelah melihat penjelasan masing-masing kalimat dari judul maka dapat
diambil kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah arbitrase dapat
digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal dan merupakan salah satu cara
yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kegiatan pasar

modal.

3. Alasan Pemilihan Judul

Sehubungan dengan judul yang penulis pilih dalam skripsi ini yaitu Arbitrase
sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Pasar Modal, penulis merasa judul tersebut
sangat menarik untuk dibahas karena penyelesaian sengketa di bidang pasar modal
dalam waktu yang singkat merupakan suatu kebutuhan. Hal ini karena sifat dari
kegiatan pasar modal menuatut penyelesaian secara singkat. Setiap hari, bahkan setiap

Jam, harga saham dapat berubah yang dipengaruhi oleh banyak faktor.

7

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. XVI, Baiai Pustaka, Jakarta,
1999, h. 916.

¥ Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan can Perdagangan. Jakarta : PT Pradnya
Paramita, 1991, hal. 169.
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Mengingat sifat-sifat tersebut maka wajar saja jika dalam penyelesaian
sengketa di bidang pasar modal diselesaikan melalui arbitrase.penvelesaian dengan
arbitrase mempunyai karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang
pasar modal itu sendiri.

Hal ini juga dikarenakan panjangnya proses dan tidak dapat diprediksinya
peradilan di Indonesia sehingga kurang memberikan kepastian hukum. Apalagi
sengketa-sengketa di bidang pasar modal mempunyai sifat yang khas yang menuntut
pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal. Konsep-konsep yang digunakan
berbeda dengan konsep-konsep yang umum dikenal masyarakat. Sehingga dalam
penyelesaian sengketanya diperlukan para hakim yang sudah pernah menyelesaikan
sengkea di bidang pasar modal atau yang telah memahami segala sesuatu yang
berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Hal ini berakibat pada penyelesaian
sengketa di bidang pasar modal akan lebih banyak memakan waktu, jika penyelesaian
sengketa tidak didasarkan pada keahlian yang memadai..

Dengan pertimbangan tersebut diatas, saya tertarik untuk membahas masalah
ini dengan menunjukkan betapa pentingnya pengaturan arbitrase dalam Undang-undang

pasar modal.
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4. Tujuan Penulisan

Selain untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum, maka
penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk ikut serta membahas mengenai wawasan
pemikiran mengenai salah satu bidang dalam hukum perdata, khususnya hukum dagang.
Serta untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman lebih mendalam
mengenai pentingnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan
pasar modal..

Dari permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini, saya berharap dapat

menambah perbendaharaan karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum

dagang.
5. Metodologi
A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah
nendekatan yuridis normatif, yang berarti pendekatan yang ditinjau dari aspek hukum
vaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum pasar modal serta
arbitrase dengan ditambah sumber-sumber yang didapat dari internet scrta sumber

kepustakaan.
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B. Sumber Bahan Hukum.

Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Sumber hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pokok permasalahan. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan bahan
kepustakaan, berupa literatur-literatur, makalah dalam seminar dan majalah yang

berkaitan dengan pokok permasalahan.

L Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan ke berbagai
perpustakaan yang ada hubunannya dengan bidang penulisan. Kemudian bahan-bahan
tersebut dikelompokan sesuai dengan komponen permasalahan yang dibahas dan diolah
kembali dengan cara memilah-milahnya dari kegiatan diatas diharapkan dapat

memberikan penggambaran yang jelas dan kostruksi terhadap permasalahan yang ada.

D. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan hasil liputan bahan hukum yang telah didapat kemudian dilakukan
deskriptif analisis. Hasil dari proses analisa tersebut diuraikan dalam bentuk uraian

dalam skripsi ini.
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6. Pertanggung Jawaban Sistematika.

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing
bab terbagi dalam sub bab.

Pada BAB [ yang merupakan bab pendahuiuan, terdiri dari latar belakang dan
rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan,
metodologi dan yang terakhir pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Pendahuluan diletakkan sebagai bab 1 karena dirasakan perlu diketahui oleh
pembaca apa sebenarnya latar belakang penulis memilih masalah dan judul tersebut
sehingga pembaca dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai apakah yang
sebenarnya akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya dalam skripsi ini.

Pada BAB II skripsi ini membahas mengenai sengketa di bidang pasar modal
dan penyelesaiannya secara umum, dimana akan dipaparkan lebih dulu mengenai
pengertian dari sengketa dalam kegiatan pasar modal dan cara-cara penyelesaian suatu
sengketa. Maksud dari pembahasan bab ini adalah untuk memaparkan mengenai cara-
cara penyelesaian sengketa secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan sengketa
dalam kegiatan pasar modal.

Pada BAB Il membahas mengenai penyelesaian sengketa pasar modal dengan
menggunakan lembaga arbitrase serta dijabarkan juga putusan arbitrase yang
mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersangkutan. Bab ini
bermaksud untuk menguraikan mengenai arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa

pasar modal secara lebih khusus dan seberapa jauh putusan arbitrase tersebut mengikat
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para pihak yang bersangkutan dan bagaimana putusan tersebut diterapkan terhadap
pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada BAB IV yang merupakan bab akhir dari skripsi ini berisi penutup yang
terdiri dari kesimpulan dan saran. Diletakkan pada bab akhir skripsi ini karena
merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan arbitrase
sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal seperti yang
dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga akan disertakan saran-saran penulis

sebagai masukan pemikiran bagi para pelaku pasar modal pada khususnya.
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BAB I

SENGKETA DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

1. Sengketa dalam Kegiatan Pasar Modal

Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, sepanjang
kehidupannya manusia akan selalu diwarnai oleh sengketa. Dalam kegiatan pasar
modal, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa. Sengketa dalam kegiatan pasar
modal dapat terjadi antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi atas pelaksanaan
perjanjian penjaminan emisi. Sengketa dapat terjadi juga antara Penjamin Pelaksana
Emisi dan Agen Penjualan atau antara Emiten dan Badan Adminisirasi Efek, bahkan
sengketa dapat terjadi antara Perusahaan Sekuritas sebagai pialang dengan nasabahnya
(investor/customer). Pada kegiatan pasar modal yang sudah dewasa ini, sengketa yang
paling dominan adalah sengketa antara perusahaan sekuritas, sebagai pialang dengan
nasabahnya (customer).

Untuk pembahasan mengenai sengketa pasar modal disini akan saya jabarkan
salah satu contoh sengketa yang terjadi dalam transaksi efek yaitu terjadinya insider
trading yang sering terjadi pada transaksi efek di Indonesia. /nsider trading sendiri
merupakan istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal, istilah ini mengacu kepada
praktek di mana orang dalam melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan
informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau

investor.” Undang-undang pasar modal sendiri tidak memberi batasan yang tegas pada

Najib A. Gisymar. Insider Trading Dalam Transaksi Efek. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999,
hal. 31.

14
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pengertian insider trading, melainkan hanya memberikan batasan terhadap transaksi
yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi
orang dalam dilarang melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten
atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik
yang bersangkutan.

Di Indonesia telah beberapa kali terjadi kasus insider trading, diantaranya pada
tahun 1990, kasus PT. Argo Pantes (AP) di Bursa Efek Jakarta, disini PT. A P telah
melakukan transaksi penjualan sahamnya dengan berdasarkan informasi mengenai laba
perusahaan yang didapat dari orang dalam, hal ini jelas termasuk dalam insider trading
dan melanggar ketentuan pasal 190 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal, yang menentukan bahwa orang dalam,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam
sehubungan dengan suatu Perusahaan, dilarang :

a. Melakukan kegiatan atas efek perusahaan terscbut dalam hal yang bersangkutan
mempunyai informasi orang dalam; atau

b. Melakukan kegiatan atas efek dari perusahaan lain yang terlibat dalam suatu
transaksi yang telah atau akan dilaksanakan dengan perusahaan tersebut, dalam hal
yanz bersangkutan mempunyai informasi orang dalam yang berkaitan dengan

transaksi dimaksud. '’

' Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 tentang Perubahan

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990, terjadi perubahan redaksi pada pasal 190
KMK 1548.
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Dalam kasus ini PT. A P hanya menyampaikan permohonan maaf kepada
Bapepam, BEJ dan masyarakat, tanpa ada sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Padahal
jelas sekali PT. A P ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 190
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal
can Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka sudah seharusnya
PT. A P diproses sesuai hukum yang berlaku, baik itu melalui Peradilan ataupun
arbitrase dan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini
mencerminkan betapa lemahnya hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian
sengketa di pasar modal.

Selain itu terdapat juga kasus PT. Bank Mashill Utama (B M U), dimana PT. B
M U merupakan perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta
pada tanggal 22 April 1994, yang kemudian saham-saham PT.B M U tersebut dibeli
oleh dua investor besar yaitu pertama, oleh Duncanmill Holding Inc yang berkedudukan
di Virgin Islanf dan kedua dibeli oleh Castlemere Enterprises milix Amir Gunawan
yang berkedudukan di Singapura. Dalam transaksi pembelian saham ini dinyatakan oleh
Bapepam telah terjadi insider trading, karena terdapat suatu fakta material yang
seharusnya didisclose kepada masyarakat. Dan oleh Bapepam PT. B M U dikenakan
denda sebesar Rp. 7.000.000 karena dianggap terlambat menyampaikan informasi
kepada Bapepam mengenai fakta material yang terjadi. "' dan untuk pemegang saham

yang melakukan insider trading dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000. **

- Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Pasar Modal
'* Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal.
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Di atas merupakan beberapa contoh sengketa yang terjadi dalam pasar modal,
nampak terlihat sekali lemahnya pengaturan mengenai penanganan sengketa dalam
kegiatan pasar modal, lembaga peradilan sama sekali tidak menjalankan perannya
untuk menegakkan keadilan. Sama halnya dengan Bapepam sendiri, sebagai lembaga
yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan pasar modal di Indonesia, lembaga ini tidak
melakukan tindakan apapun untuk memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah atau
pihak yang telah melakukan kecurangan dalam kegiatan transaksi efek. Karena itulah
timbul Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Secara Koopertaif yang terdiri dari Mediasi, negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase dan lain-
lain. Munculnya ADR ini dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat
dalam sistem pengadilan di Indonesia, sehingga pihak yang bersengketa lebih memilih
menggunakan ADR sebagai cara untuk menyelesaikan sengketanya daripada sengketa
itu dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian karena malas melalui alur pengadilan yang
mahal dan berlarut-larut. Hal ini terlihat pada kebanyakan sengketa pasar modal yang
terjadi di Indonesia, umumnya penyelesaiannya dilakukan dengan cara Alternative
Dispute Resolution, yang salah satunya arbitrase. Disini lembaga-lembaga pasar modal
setempat akan menjadi sponsor utama didalam pendirian sebuah forum atau lembaga
arbitrase, meskipun hal ini belum diatur secara resmi dalam undang — undang Pasar

Modal.
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2. Penvyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal dapat berpedoman pada
sumber hukum materiil dan formil yang berlaku pada sistem hukum perdata Indonesia
dan juga dapat berpedoman pada peraturan-peraturan yang lebih spesifik, contohnya
penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal diselesaikan dengan berdasarkan
pada Undang-Undang Pasar Modal.

Dalam menyelesaikan sengketa yang bernuansa pidana, Undang-undang Pasar
Modal memberikan kebebasan kepada pihak yang diragikan untuk mengajukan
laporannya pada pihak kepolisian ataupun pada Bapepam. Bapepam merupakan
lembaga yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan pasar modal. Dalam Undang-
undang Pasar Modal ditentukan adanya Bapepeam yang selain scbagai pengawas
jalannya kegiatan pasar modal, berfungsi juga sebagai polisi dalam pasar modal,
sehingga sengketa yang bernuansa pidana dapat menjadi kewenangan Bapepam, dalam
hal para pihak yang bersengketa menghendaki. Dalam menyelesaikan kasus pidana ini
Bapepam harus aktif melibatkan penyidik kepolisian atau kejaksaan untuk mengusut
tuntas dan disini bapepam menjadi koordinatornya. Begitu juga sebaliknya jika pihak
yang dirugikan melapor pada kepolisian, maka kepolisian yang bertindak sebagai
koordinator. Yang selanjutnya pengusutan ini akan diteruskan ke pengadilan sampai
dengan keputusan hakim.

Untuk sengketa perdata dalam pasar modal, dimana upaya damai antara kedua

belah pihak tidak mencapai hasil yang maksimal, maka pihak yang dirugikan dapat
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menuntut berupa gugatan yang dapat diselesaikan melalui Komite Penyelesaian
Perselisihan Sengketa Pasar Modal Indonesia (KP3MI) atau melalui Pengadilan Negeri.
Pada Undang-undang Pasar Modal memberikan suatu alternatif kepada pihak
yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu melalui badan di luar
pengadilan atau melalui pengadilan negeri. Berdasarkan hal tersebut diatas maka
penyelesaian sengketa dalam pasar modal dapat diselesaikan melalui beberapa alternatif

yaitu melalui :

a. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
. KP3IMI

Dalam hal terjadi sengketa terlebih dahulu diupayakan peny:lesaian secara
damai, dimana proses secara damai ini mengedepankan perdamaian dengan tujuan
selesainya perkara dengan cepat tanpa melaiui badan peradilan ataupun badan lain di
luar peradiian, serta diharapkan dapat meminimalkan biaya penyelesaian perkara. Akan
tetapi jika cara damai tidak dapat menyelesaikan perkara yang terjadi, maka pihak-pihak
yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya pada KP3MI untuk membantu
penyelesaiannya. Penyelesaian melalui KP3MI merupakan pilihan alternatif dari para
pihak yang dimungkinkan disini. KP3MI akan membantu penyelesaiannya dengan
memberikan pendapat cara penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak,
memberikan jasa mediasi sebagai negosiasi atau rekonsiliator, atau menyelesaikan

perselisihan selaku lembaga arbitrase pasar modal.
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Jika para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui KP3MI, dapat
membentuk arbitrase sendiri atau langsung melimpahkan penyelesaian perselisthannya
ke pengadilan perdata. Dengan ketentuan, jika telah dilimpahkan pada pengadilan maka
tidak dibenarkan untuk melimpahkan kembali ke KP3MI. Begitu juga bila telah
dilimpahkan ke KP3MI, maka tidak dibenarkan melakukan banding atau menyelesaikan

melalui pengadilan.

2. ARBITRASE ¢

Adanya berbagai kelemahan yang melekat pada lembaga peradilan dalam
menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak,
menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencari alternatif lain atau
institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar lembaga pengacilan. Arbitrase
merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat
populer. Dalam pelaksanaannya arbitrase memiliki beberapa kelebihan, diantaranya
adalah prosedur yang tidak berbelit dan putusannya dapat dicapai dalam waktu singkat,
selain itu penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase tidak membutuhkan biaya yang
mahal. Dalam hal hukum mana yang berlaku, disini para pihak dapat memilih hukum
mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase. Begitu juga arbiter, para pihak berhak
untuk memilih siapa yang akan dijadikan arbiter. Keputusan arbitrase merupakan
putusan yang final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi). Mengenai

arbitrase akan dibahas lebih merinci pada sub bab selanjutnya.
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3. NEGOSIASI

Negosiasi merupakan suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk
mencapal suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para
pihak."” Negoisasi dilakukan karena adanya suatu sengketa yang terjadi atau pun hanya
karena belum ada kata sepakat antara para pihak. Dalam hal terjadi sengketa dalam
Pasar modal, disini para pihak yang bersengketa dapat memilih jalan negosiasi dengan
perantara seorang negosiator untuk menyelesaikan sengketanya. Seorang negosiator
dapat dipilih dari para pihak itu sendiri, ataupun memilih seorang negosiator khusus

atau memakai lawyer sebagai negosiator.

4. MEDIASI

Selain arbitrase dan negosiasi, mediasi juga digunakan sebagai alternatif
penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dalam pasar modal. Mediasi
merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang
tidak memihak dan netral dan akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk
membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara
memuaskan bagi kedua belah pihak.'*

Dalam mediasi terdapat pihak ketiga yang disebut mediator, disini mediator
tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terhadap suatu sengketa,

melainkan hanya bertugas membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang

® Munir Fuady, op.cit., h. 42.

4 Ibid., h. 47
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bersengketa. Untuk menjadi seorang mediator harus memiliki pengalaman, kemampuan
dan integritas yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi
di antara para pihak yang bersengketa. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang mediator
membagi tugasnya dalam empat tahap, yaitu menciptakan forum, mengumpulkan dan
membagi-bagi informasi, memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Mediasi
paling sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan

banyak pihak ataupun masyarakat.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Sengketa dalam pasar modal dapat juga diselesaikan melalui jalur pengadilan
atas inisiatif para pihak yang bersengketa, bukan atas inisiatif sang hakim. Maksudnya
adalah hakim disini bersikap pasif dan baru akan memeriksa serta memutus suatu
perkara jika para pihak yang bersengketa mengajukan gugatan kepada pihak lawannya
melalui lembaga peradilan, jadi para pihaklah yang bersikap aktif dan atas inisiatifnya
sendiri mengajukan gugatannya melalui lembaga peradilan. Kemudian lembaga
peradilan akan memeriksa dan memberikan pemecahan atas sengketa yang terjadi.
Didalam proses peradilan ini terdapat prosedur beracara yang diawali dengan
pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan dan selanjutnya mengikuti prosedur beracara
seperti yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang
selanjutnya disebut KUHAP).

Dewasa ini penyelesaian sengketa pasar modal melalui peradilan ini sangat

jarang sekali digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Karena selain kelemahan
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yang telah saya sebutkan di atas. proses peradilan juga memerlukan biaya yang banyak
serta berlarut-larut sehingga memakan waktu yang lama, sedangkan dalam sengketa
pasar modal dibutuhkan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, didasarkan atas
keahlian, dan bersifat tertutup. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan bagi
pelaku bisnis dianggap tidak efisien dan dihinggapi berbagai kelemahan.

Kelemahan-kelemahan lembaga peradilan antara lain adalah, kelemahan
pertama lembaga peradilan terkadang kurang responsif terhadap sengketa yang muncul
di masyarakat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Sengketa
yang muncul di masyarakat tidak terbatas pada sengketa-sengketa tertentu saja,
melainkan sengketa yang lebih rumit yang seringkali muncul dan memerlukan
penanganan dengan pengetahuan teknis tertentu, sehingga dituntut pengambil putusan
yang tidak saja adil tetapi memiliki keahlian.

Kelemahan kedua, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dianggap
terlalu birokratis mengingat harus melewati tahapan-tahapan yang panjang sebelum
suatu putusan menjadi putusan yang tetap dan dapat dieksekusi, sementara para pelaku
bisnis menghendaki putusan yang cepat. Kelemahan ketiga, dengan banyaknya
tumpukan perkara di lembaga peradilan, pelaku bisnis merasa pesirnis bahwa perkara
mereka mendapat prioritas untuk diselesaikan, karena semua tergantung pada birokrasi
lembaga peradilan. Mengingat kelemahan-kelemahan inilah, maka dalam dunia bisnis
telah muncul suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan

ciri yang sama dengan lembaga peradilan, yaitu lembaga arbitrase. Penyelesaian melalu
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arbitrase mempunyai karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang

pasar modal.
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BAB I1I

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Sengketa-sengketa yang terjadi dalam kegiatan pasar modal mempunyai sifat
yang sangat khas, yang menuntut pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal.
Konsep-konsep yang digunakan seringkali berbeda dengan konsep-konsep umum yang
digunakan oleh masyarakat. Demikian pula terminologi-terminologi yang digunakan
pun terasa asing di telinga awam. Apabila sengketa ini diselesaikan melalui lembaga
peradilan, kecuali para hakim sudah pernah menyelesaikan sengketa di bidang pasar
modal, para hakim akan memerlukan waktu untuk memahami segala sesuatu yang
berhubungan dengan kegiatan pasar modal (re-educating). Hal inilah yang
menyebabkan penyelesaian di bidang pasar modal memerlukan waktu yang lebih lama
dan terjadinya penyelesaian sengketa yang tidak didasarkan atas keahlian yang
memadai.

Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal dalam waktu yang singkat
merupakan suatu kebutuhan. Sifat dari kegiatan pasar modal menuntut penyelesaian
secara cepat dan tepat. Hal ini dapat digambarkan pada begitu cepatnya pergerakan
harga saham di pasar modal, setiap hari bahkan setiap jam harga saham dapat berubah-
ubah dengan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Berdasarkan sifat-sifat inilah, maka dalam penyelesaian sengketa di bidang

pasar modal banyak menggunakan lembaga arbitrase. Dalam hal terjadi sengketa di

25
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pasar modal, umumnya lembaga-lembaga pasar modal setempat menjadi sponsor utama
didalam pendirian sebuah forum atau lembaga arbitrase yang secara khusus. Sebagai
sebuah lembaga arbitrase, maka setiap penyelesaian yang terjadi harus dilakukan secara
cepat dan tepat serta memiliki hasil putusan yang mengikat.

Lembaga arbitrase merupakan lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan atau persengketaan yang ada di dalam pasar modal. Hal ini
sangatlah relevan dengan naturalitas persengketaan yang terjadi di pasar modal. Dalam
penyelesaian dengan cara arbitrase diperlukan adanya ahli-ahli yang memahami,
menguasai sekaligus dihormati sebagai orang-orang yang memiliki integritas yang
tinggi di pasar modal. Pihak-pihak yang menjadi arbiter merupakan pihak-pihak yang
secara khusus menguasai tentang pasar modal didalam setiap aspek teknis dan
fundamental. Agar suatu lembaga arbitrase dapat berlaku etektif, maka harus didukung
oleh setiap pihak dan elemen lainnya, khususnya lembaga-lembaga, seperti bursa efek,
dan asosiasi-asosiasi yang berhubungan dan berkaitan dengan investor, pialang , emiten
dan lain-lain.

Menurut pendapat saya penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki
karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang pasar modal, sebab dilihat
dan sifat kegiatan paser modal yang bergerak sangat cepat dan harga saham dapat
berubah sewaktu-waktu, maka begitu pula sengketa di bidang pasar modal menuntut
suatu penyelesaian sengketa yang cepat, mudah dan tertutup, hal ini sesuai dengan
karakteristik arbitrase yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat

cepat, mudah dan tertutup. Sehingga kehadiran lembaga arbitrase sangat diperlukan
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dalam penyelesaian sengketa di pasar modal. Selain itu terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan lembaga ini sangat dibutuhkan di bidang pasar modal, antara lain :

a. karakteristik penyelesaian sengketa;

b kemandirian dari panel arbitrase,

c. mudah, cepat dan rahasia;

d. didukung oleh seluruh pelaku pasar modal.

Oleh karena itu, untuk dapat membantu /egal/ enforcement di pasar modal maka
kehadiran lembaga arbitrase pasar modal akan dapat meringankan beban dan tanggung
jawab bapepam dalam hal persengketaan yang terjadi di antara pelaku pasar.

Akan tetapi sebagian besar sengketa pasar modal yang terjadi di Indonesia,
penyelesaiannya lebih banyak menggunakan lembaga arbitrase luar negeri, hal ini
dikarenakan kurangnya kepercayaan pihak asing terhadap hukum Indonesia. Dengan
memilik arbitrase luar negeri, maka akan menimbulkan masalah apakah keputusan
arbitrase asing tersebut dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip
hukum acara yang berlaku di Indonesia, svatu keputusan arbitrase asing tidak dapat
serta merta dilaksanakan di Indonesia, melainkan harus mendapatkan persetujuan lagi
dari pengadilan negeri Indonesia. Jadi keputusan arbitrase asing dapat juga tidak
dilaksanakan di Indonesia karena tidak mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri
Indonesia. |

Jika menggunakan lembaga arbitrase Indonesia, timbul permasalahan juga
yaitu apakah lembaga arbitrase tersebut mampu dan bagaimana dengan keputusannya,

apakah memerlukan persetujuan dari pengadilan negeri juga. Dalam kenyataannya suatu
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putusan arbitrase di Indonesia baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
dari pengadilan negeri untuk dapat melakukan eksekusi.

Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal
sudah banyak dilakukan di negara-negara maju, diantaranya di Amerika Serikat, pada
tahun 1977, perusahaan sekuritas membentuk Security Industry Conference on
Arbitration (SICA), yang selanjutnya mengeluarkan hukum acara Uniform Code of
Arbitration, untuk menyelesaikan sengketa yang umumnya terjadi antara investor dan
perusahaan sekuritas.”” Di negara-negara maju badan yang melaksanakan arbitrase
sudah mencapai tahapan spesialisasi, di samping arbitrase yang menangani sengketa-
sengketa komersial umum. Berbagai badan arbitrase didirikan secara khusus untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis tertentu. Badan arbitrase kategori in1 disebut
sebagal specialized arbitration. Sebagai contoh, ada badan arbitrase yang
mengkhususkan diri pada masalah-masalah pengangkutan laut, asuransi, dan
perdagaingan komoditi yang ada di London, New York, dan Hamburg. "°

Selain itu dikenai juga badan arbitrase vang khusus menangani sengketa dalam
kegiatan pasar modal, seperti di Amerika Serikat. Dibentuknya SICA dan Nasional
Association of Securities Dealers (NASD). R

Selanjutnya akan dijelaskan mengena: arbitrase secara lebih merinci, yaitu
mengenai jenis-jenis arbitrase, syarat-syarat arbitrase dan syarat-syarat untuk menjadi

seorang arbiter dihubungkan dengan sengkeia pasar modal.

15

Can Investors’ Right Rezlly B2 Protected, hal 43
' Christian Buhring-Uhle, Arbitration and Madiation in International Business, lial. 45
1 :
Ibid , h. 47
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1. Jenis-Jenis Arbitrase

Maksud dari jenis arbitrase disini adalah macam-macam arbitrase yang diakui
eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi
antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Tinjauan terhadap jenis arbitrase
dilakukan melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang terdapat
dalam berbagai peraturan. Oleh karena itu pembicaraan tentang eksistensi jenis arbitrase
tidak hanya bertitik tolak pada Rv, tapi juga merujuk pada Convention of The Settlement
of Investment Disputes Between States and National of Other States, Convention on The
Recognition ond Enforcement of Foerign Arbitral Awards serta UNCITRAL Arbitration
Rules." Sehingga dapat dikemukakan disini dua jenis arbitrase, yaitu :

1. Arbitrase Ad Hoc.

Merupakan arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus
perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu
sampai sengketa itu diputuskan.'” Selesai sengketa diputus, maka keberadaan dan fungsi
arbitrase ad hoc hilang dan berakhir dengan sendirinya. Arbitrase Ad Hoc disebut juga
“arbitrase volunter” atau “arbitrase perorangan”.

Arbitrase ad hoc pada prinsipnya tidak terikat dan terkait dengan salah satu
badan arbitrase. Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan
para arbiter, kerangka kerja prosecur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase.
Dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan tata caré tersendiri baik

mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai iata cara pemetiksaan sengleta,

M. Yahya Harahay. Arbitrase. Jakarta: Sinar Gratika, 2001, hal 104.
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(VS

sehingga arbitrase ini tunduk sepenuhnya pada mengikuti aturan tata cara yang
ditentukan dalam perundang-undangan. Di Indonesia, arbitrase ad hoc tunduk pada
ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, begitu juga misalnya arbitrase ad hoc
yang ditunjuk di Singapura, maka akan tunduk pada ketentuan perundang-undangan
arbitrase Singapura. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tunduk pada suatu
konvensi atau peraturan tertentu, apabila para pihak menghendaki demikian.

Tentang tata cara pengangkatan arbiter pada arbitrase ad hoc dapat dilakukan
sendiri atas kesepakatan para pihak. Arbiternya dapat tunggal atau lebih dari satu orang,
jika tunggal pengangkatannya atas persetujuan bersama dan jika arbiternya lebinh dari
satu orang, maka masing-masing pihak menunjuk seorang anggota, dan penunjukan
arbiter yang ketiga dapat dilakukan atas kesepakatan atau menyerahkan kesepakatan
arbiter yang telah ditunjuk para pihak. Selain itu seorang arbiter juga dapat ditunjuk
oleh hakim melalui Pengadilan Negeri dengan kewenangannya yang didasarkan pada
pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, hal ini tentu saja atas
kesepakatann para pihak untuk menyerahkan masalah penunjukan arbiter ini kepada
Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaannya arbitrase ad hoc ini sering terdapat kesulitan-kesulitan,
diantatanya dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari
arbitrase serta dalam hal merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat
diterima kedua belah pihak. Adanya kesulitan-kesulitan ini, menyeba'bk‘an para pihak

yang bersengketa lebih sering memilih untuk membentuk arbitrase institusional

' Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase Jakaita: RajaGratindo Persada, 2000, hal.
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2. Arbitrase Institusional.

Merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen. Arbitrase ini
disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisithan
yang timbul dari perjanjian.m Oleh karena arbitrase institusional merupakan badan yang
bersifat permanen, maka oleh Konvensi New York 1958 pasal 1 ayat (2) diber1 nama
“permanent arbitral body".

Arbitrase institusional merupakan lembaga arbitrase yang sengaja didirikan,
dimana pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka
yang inenghendaki penyelesainnya di luar pengadilan. Jadi lembaga arbitrase ini telah
ada sebelum sengketa timbul. Arbitrase institusional menyediakan jasa administrasi
arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural
sepagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter.

Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, yaitu :

a. Arbitrase institusional yang bersirat nasional

Arbitrase ini seperti telah dijelaskan di atas, yaitu merupakan badan yang
sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Maka arbitrase institusional yang bersifat
nasional ini maksudnya adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan hanya untuk
kepentingan suatu bangsa atau negara, sechingga ruang lingkup keberadaan dan
yurisdiksinva hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonésia (BANI) vang

merupakan badan arbitrase berwawasan nasional. Ruang lingkup keberadaan dan

:" Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit, h. 55
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yurisdiksinya meliputi kawasan wilayah Indonesia. Tetapi ini tidak berarti BANI hanya
menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkadar nasional, melainkan dapat juga
menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, dengan syarai hal itu diminta dan
disepakati oleh para pihak. BANI dibentuk di Indonesia dengan motivasi untuk
memenuhi kebutuhan para pengusaha Indonesia yang ingin menyelesaikan sengketa-
sengketanya melalui arbitrase, hal ini tercantum dalam pasal 2 Anggaran Dasar BANI.
Sedangkan tujuan dibentuknya BANI adalah untuk dapat menyelesaikan perselisthan
yang adil dan cepat atas perengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai
persoalan-persoalan perdagangan, industri, dan keuangan baik yang bersifat nasional
ataupun internasional, tujuan ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BANI.
Selain di Indonesia terdapat juga arbitrase-arbitrase institusional yang bersifat
nasional lainnya dinegara-negara lain, diantaranya Nederlands Arbitrage Institut yang
merupakan pusat arbitrase nasional Belanda, The Japan Commercial Arbitration
Association sebagai pusat arbitrase nasional Jepang, The American Arbitration
Association didirikan di Amerika Serikat, dan The British Institute of Arbitration di

negara Inggris.

b. Arbitrase institusional yang bersifat internasional

Merupakan arbitrase institusional yang berwawasan internasional, arbitrase ini
merupakan pusat perwasitan dalam menyelesaikan persengketaan di bidang masalah
tertentu antara para pihak yang brlainan kewarganegaraan. Arbitrase institusional yang

bersifat internasional, antara lain ¢ ot of Arbitration of The International Chamber of
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Commerce (1CC), The International Centre For Settlement of Investment Disputes
(ICSID), UNCITRAL Arbitration Rule.(United Nations Commision on International

—— 2
lrade Law).”"

c. Arbitrase institusional vang bersifat regional

Adanya arbitrase institusional berwawasan regional ini adalah untuk
melepaskan diri dari dominasi ICC dengan jalan mendirikan pusat arbitrase sendiri,
arbitrase in1 pertama kali muncul di negara-negara dunia ketiga, dimana mereka merasa
dirugikan dalam hal pernyelesaian suatu sengketa dengan warganegara negara maju
dengan menggunakan ICC, karena ICC seringkali lebih memihak negara-negar maju
daripada negara-negara dunia ketiga. Arbitrase institusional berwawasan regional yang
pertama kali dibentuk adalah Asia-Africa Legal Consultative Commettee (AALCC)
yang berkantor pusat di Delhi. **

Seperu telah dijelaskan di atas beberapa jenis arbitrase, maka dengan melihat
sifat dari kegiatan pasar modal dan sengketa yang terjadi di dalamnya, lembaga
arbitrase yang paling cocok untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kegiatan
pasar modal adalah arbitrase ad hoc. Hal ini karena suatu sengketa pasar modal
memiliki sifat yang khas yang menuntut pengetahuan dan keahlian di bidang pasar
modal, sehingga diperlukan suatu lembaga tersendini yang secara khusus menangani

sengketa-sengketa pasar modal. Dimana lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk

menyeiesaikan sengketa pasar modal dan atas keinginan para pihak.

M. Yahya Haraiiap, S.H, Op. cit., h. 107.
*  lbid, h 108,
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Dengan dibentuknya arbitrase ad hoc vang khusus menyelesaikan sengketa
pasar modal ini, maka para pihak yang bersengketa dapat mengatur sendiri bagaimana
cara-cara dan prosedur penyelesaian sengketanya, begitu juga pemilihan arbiternya
dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak-pihak yang menjadi arbiter
disini adalah pihak-pihak yang berkompeten dan secara khusus memahami, menguasai
dan sekaligus dihormati sebagai orang-orang yang berintegritas tinggi di bidang pasar
modal.

Selain itu dengan memakai jenis arbitrase ad hoc untuk penyelesaian sengketa
pasar modal ini, maka akan dibentuk suatu lembaga arbitrase yang independen tanpa
adanya pengaruh dari pthak manapun, baik itu dari pihak pemerintah. Jadi hanya pihak-
pithak yang bersengketa serta didukung oleh lembaga-lembaga pasar modal yang
bersangkutan yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa pasar modal ini.
Sehingga diharapkan para arbiter dapat membuat putusan seadil mungkin dan
berdasarkan pada keahliannya di bidang pasar modal.

Lain halnya jika kita menggunakan arbitrase institusional, di Indonesia terdapat
BANI. Seperti kita ketahui banyak sekali perkara-perkara yang masuk ke BANI dari
berbagai jenis sengketa bisnis vang terjadi di- Indonecia. Dengan tidak adanya
pengkhususan ini, maka dapat meinperlambat jalur penyelesaian sengketa dan
ditakutkan putusan yang dikeluarkanpun merupakan putusan yang tidak berdasarkan
keahliannya. Sedangkan sengketa pasar moda! memerlukan penyelesaian sengketa yang

cepat, tepat dan putusan yang didasarkan pada keahlian di bidang pasar modal.
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2. Syarat-svarat Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Syarat pokok terjadinya arbitrase adalah adanya kehendak dari para pihak
(yang bersengketa) untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapai, perselisihan
maupun sengketa yang terjadi diantara mereka melalur cara arbitrase, yang dituangkan
atau dibuat secara tertulis dalam suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokok
sebelum perselisthan atau sengketa lahir, ataupun dalam bentuk suatu peijanjian
atbitrase tersendin setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa lahir.

Mengenai pemberitahuan berlakunya syarat dan ketentuan arbitrase diatur
dalam pasal 8 avat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat
tercatat, telegram, teleks, faksimil, e-mail atau dengan buku ekspedisi
kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau
termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :

nama dan alamat para pihak;

penunjukkan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;

perjanjian atau masalah yang inenjadi sengketa;

dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada;

cara penyelesaian yang dikehendaki;

perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau

apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon

dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki
dalam jumlah ganjil.

F2 B o

Dalam hal pemilihan penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihan atau
sengketa dilakukan setelah perbedaan, perselisihan dan atav sengketa timbul, yang
diputuskan untuk diselesaikan melalui suatu perjanjian arbitrase yang tertulis maka
perjanjian arbitrase itu harus berisikan :

a. masalah yang dipersengketakan;
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b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter,
d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
e. nama lengkap sekretaris;
f. jangka waktu penyelesaian sengketa:
g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
h. pemnyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menagung
segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui
arbitrase.”
Hal ini merupakan syarat obyektif dari perjanjian arbitrase, selain syarat-syarat
obyektif yang terdapat juga dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang
berbunyi : |
(1) sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di :
bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa

yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan
perdamaian.

3. Svarat-syarat Arbiter Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 v

Setelah dilakukannya pemberitahuan mengenai berlakunya klausula arbitrase
atau perjanjian arbitrase disepakati oleh para pihak, tindakan selanjutnya adalah

mengangkat arbiter yang nantinva akan beitugas menyvelesaikan perbedaan pendapat

Guiiawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit, h. 57
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dan perselisihan yang terjadi diantara para pihak. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal
W
12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan :
(1) yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat .
a. cakap melakukan tindakan hukum;
b. berumur paling rendah 35 tahun;
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai
dengan derajat kedua dangan salah satu pihak bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas
putusan arbitrase;
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling
sedikit 15 tahun;

(2) hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk

atau diangkat sebagai arbiter.

Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan
arbiter atau tidak ada ketentuan vang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua
Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Hal ini terdapat dalam
ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Lain halnya dalam arbitrase
ad hoc, jika terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter,
maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk
menunjuk seorang atau beberapa arbiter. Jadi tidak secara otomatis, melainkan
diperlukan adanya permohonan terlebih dahulu dari para pihak. Permohonan ini harus
dalam bentuk tertulis, dengan surat tercatat, telegram, teleks, falsimili, e-mail ataupun
dengan buku ekspedisi.

Begitu pula arbitrase pada pasar modal yang termasuk dalam jenis arbitrase ad
hoc, yang menjadi arbiter adalah orang yang berkompeten, memahami dan nmenguasai

masalah pasar modal serta dihormati dan berintegritas tinggi dipasar mcdal. Arbiter

disini ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama. Dan
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Jika para pihak yang bersengketa di pasar modal tidak mencapai kesepakatan, maka
dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk
seorang aroiter.

Dalam penyclesaian suatu sengketa para pihak dapat memilih menggunakan
arbiter tunggal atau majelis arbiter. Jika para pihak sepakat untuk menggiinakan arbiter
tunggal, maka dalam permohonannya dapat mengusulkan kepada pihak termohon
arbitrase, nama orang yang diusulkan untuk diangkat sebagai arbiter tunggal. Dalam
waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah termohon menerima usulan pemohon. para
pihak tidak dapat tidak berhasil menentukan arbiter tunggal. Maka Ketua Pengadilan
Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal berdasarkan nama-nama yang telah diajukan
oleh para pihak.

Lain halnya jika para pihak sepakat untuk menggunakan majelis arbiter,
berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomoci 30 Tahun 1999 menentukan bahwa
penunjukan dua orang arbiter dilakukan oleh para pihak, yang kemudian memberikan
wewenang para dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga,
dan berfungsi sebagai ketua arbitrase. Jika terjadi kedua arbiter tersebut tidak berhasil
memilih dan menunjuk arrbiter ketiga dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah
arbiter terakhir ditunjuk, maka Ketua Pengadilan Negeri yang akan menunjuk arbiter
ketiga dan hal ini tidak dapat dibatalkan. Dalam hal salah satu pihak dalam waktu 30
hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penangaﬁan penyelesaian
sengketa dengan melalui arbitrase diteriina oieh termohon tidak menunjuk seseorang

yang akan menjadi anggota majelis arbiter, maka aibiter vang ditunjuk oleh pihak
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lainnya akan menjadi arbiter tunggal dan keputusannya akan mengikat semua pihak
yang bersangkutan.

Setzlah ditunjuknya scorang arbiter, maka perlu juga disini dijelaskan
mengenai tugas dari seorang arbiter. Seorang yang telah menerima penunjukan atas
dirinya sebagai seorang arbiter, maka dia memiliki kewejiban untuk menyelesaikan
pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase dalam jangka
waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang menunj uk dan mengangkatnya.

Pada sengketa pasar modal yang seperti disebutkan di atas, bahwa arbitrase ad
hoc merupakan lembaga arbitrase yang paling cocok untuk menyelesaikan sengketa
pasar modal yang terjadi, misalnya, akan saya ambil salah satu kasus yang telah
dicontohkan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu pada kasus PT. A P di Bursa Efek
Jakarta, jika sengketa ini diselesaikan dengan jalui penyelesaian arbitrase, maka para
pihak berhak memilih masing-masing seorang arbiter, yang kemudian kedua arbiter
tersebut memilih satu orang arbiter untuk menjadi ketuanya, apabila setelah jangka
waktu yang ditentukan tidak dipilih satu orangpun arbiter maka davat ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Negeri dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Begitu juga
apakah akan menggunakan arbiter tunggal ataupun majelis, merupakan hak dari para
pihak yang bersengketa dalam pasar modal untuk menentukan, dengan berdasarkan

kesepakatan.

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS




40
IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4. Proses Pemeriksaan Sengketa Dalam Arbitrase.

Arbitrase merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang hanya
diterapkan terhadap hal-hal yang dimungkinkan adanya kebebasan dari para pihak untuk
melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku umum. Proses
pemeriksaan sengketa dalam arbitrase ini tidaklah jauh berbeda dengan proses
pemeriksaan peradilan perdata yang menjurus ke perniagaan. Dalam proses
pemeriksaan melalui arbitrase ini para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan
sendiri acara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka inginkan untuk
dilaksanakan oleh arbiter yang telah dituniuk dan diangkat sebelumnya.

Semua pemeriksaan sengketa dengan melalui arbitrase dilakukan secara
tertutup dan bersifat rahasia. Kerahasiaan inilah yang merupakan kelebihan dari
arbitrase, karena kebanyakan pengusaha tidak ingin masyarakat mengetahui adanya
perselisihan ataupun sengketa yang dialami oleh usahanya dengan pihak lain. oleh
karena itulah mereka menggunakan jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketarya.

Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah
bahasa Indonesia, hal ini sesuai dengan diakuinya arbitrase sebagai salah satu alternatif
penyelsaian sengketa di Indonesia. Selain itu dapat juga menggunakan bahasa lain,
asalkan dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Dalam proses pemeriksaan ini para pihak memiliki hak yang sama untuk
didengarkan pendapatnya dan berhak untuk mengemukakan pendapatnya masing-
masing. Para pihak dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan suatu surat kuasa.

Mengenai masuknya pihak ketiga, dapat terjadi jika terdapat unsur kepentingan yang
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terkait. Keikutsertaan pihak ketiga ini memerlukan adanya kesepakatan oleh para pihak
yang bersengketa serta persetujuan dari arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa
sengketa yang bersangkutan.

Proses pemeriksaan arbitrase berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 adalah paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah arbiter atau
majelis arbitrase terbentuk. Meskipun demikian berdasarkan pasal 33 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa atas persetujuan para pihak, jangka waktu
tersebut dapat diperpanjang.

Mengenai hukum yang digunakan, para pihak mempunyai hak untuk
menentukan sendiri pilihan hukum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang
terjadi. Dalam hal memilih hukum yang akan digunakan, para pihak sering memilih
hukum vang lebih mereka kenal. Jika para pihak tidak menentukan hukum mana yang
akan digunakan, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana arbitrase
tersebut diselenggarakan.

Tempat diselenggarakannya arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis
arbitrase, atau para pihak sendiri. Dimana tempat arbitl;ase tersebut nantinya akan
menjadi pusat dan tempat penyelenggaraan proses pemeriksaan sengketa.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase,
dilakukan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Selain itu arbiter atau majelis
arbitrase diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan setempat atas barang yang
dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang

diperiksa. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis,
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sedangkan pemeriksaan secara lisan hanya dapat dilakukan dengan pe:setujuan para
pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Melihat uraian proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam beberapa hal ketentuan dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 bersifat memaksa, namun demikian terdapat
kelonggaran-kelonggaran bagi para pihak dan para arbiter untuk menetukan sendiri
jalannya proses pemeriksaan arbitrase tersebut, selama hal tersebut dianggap perlu
untuk menunjang jalannya proses pemeriksaan.

Jika suatu sengketa pasar modal, misalnya saja kasus PT. A P di BEJ
diselesaikan dengan menggunakan arbitrase, maka proses pemeriksaannya akan
dilakukan secara rahasia dan tertutup. Sehingga hanva PT. A P dengan BEJ scbagai
pihak-pihak yang bersangkutan saja yang mengetahui proses pemeriksaan arbitrase, hal
ini diperlukan oleh suatu perusahaan besar, agar masalah intern-nya tidak diketahu: oleh
masyarakat luar

Jika kasus ini disclesaikan melalui arbitrase nasional (indonesia), maka
penyelesainnya dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30

Tahun 1999 dan menggunakan bahasa Indonesia dalam penyelesaian sengketanya.

5. Proses Jalannya Pemeriksaan Arbitrase \

Demikianlah telah diuraikan diatas beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai

proses jalannya pemeriksaan arbitrase yang meliputi pemasukan surat permohonan,
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jawaban atas surat permohonan, pencabutan surat permohonan, kehadiran para pihak
dalam sidang arbitrase, perdamaian, dan pemeriksaan pokok sengketa.

Pemasukan surat permohonan dilakukan segera setelah arbiter atau majelis
arbitrase terbentuk. Surat permohonan ini berisikan tuntutan, yang harus memuat
sekurang-kurangnya :

a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;

b. Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan

c. Isi tuntutan yang jelas.”

Jawaban surat permohonan diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas)
har1 sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Jika telah melewati
batas jangka waktu tersebut, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase akan memanggil
termohon atau kuasanya untuk hadir dalam sidang arbitrase dalam jangka waktu 14
(emapt belas) dari terhitung sejak surat perintah menghadap keluar.

Sebelum adanya jawaban dari termohon, pemohon dapat setiap saat mencabut
surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau melakukan
perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi tuntutan.

Kehadiran para pihak dalam sidang arbitrase merupakan hel yang sangat
esensi. Jika yang tidak hadir adalah pemohon, dalam hal telah dilakukan pemanggilan
secara patut maka surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis
arbitrase cianggap selesai. Tetapi jika pihak termohon yang tidak hadir, meskipun telah

dilakukan pemanggilan secara patut. Maka sidang arbitrase tetap dilangsungkan tanpa

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit, h. 89.
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hadirnya termohon, dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan
tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa usaha
perdamaian dilakukan terlebih dahulu sebelum diadakannya sidang arbitrase. Namun
jika perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka arbiter atau majelis arbitrase
melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Disini para pihak diberikan
kesempatan yang terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-
masing, serta untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu.

Demikianlah telah dijelaskan di atas hal-hal yang penting dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrase. Dimana dapat dilihat bahwa penyelesaian melalui arbitrase
mempunyai karakteristik yang cocok dengan dengan sifat dari sengketa di bidang pasar

modal, yaitu menuntut penyelesaian secara cepat.

2. Putusan Arbitrase.,

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad-
hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham
maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian
dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad-hoc, maupun

lembaga arbitrase untuk diputuskan ole:hnya.25

*  Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., h. 93.
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Dalam pembahasan bab III tentang putusan arbitrase ini, saya akan mengambil
kasus PT. A PEC di BEJ sebagai contoh kasus yang misalnya saja diselesaikan melalui
jalur arbitrase, baik abitrase nasional maupun internasional. Sedangkan pada lampiran
akan saya lampirkan mengenai putusan arbitrase, meskipun bukan putusan arbitrase di
bidang pasar modal. Hal ini sekedar sebagai contoh suatu putusan arbitrase dan untuk
menunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase memiliki sifat mengikat bagi para pihak
yang bersangkutan.

Suatu putusan arbitrase mempunyai sifat final and binding, maksudnya disini
adalah putusan arbitrase bersifat final berart’ merupakan putusan pada tingkat akhir, dan
karenanya secara langsung mengikat (binding) bagi para pihak. Karakteristik dar
putusan arbitrase inilah yang menurut saya sangat sesuai digunakan untuk
menyelesaikan sengketa pasar modal, karena suatu sengketa pasar modal memerlukan
penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak berkepanjangan. Dan dengan sifat dari
putusan arbitrase yang final and binding ini, maka putusan tersebut tidak dapat
dimintakan banding lagi, sehingga tidak berkepanjangan dan merupakan akhir dari
penyelesaian sengketa yang terjadi, sehingga proses penyelesaian sengketapun berhenti
pada saat dikeluarkannya putusan arbitrase tersebut. Dengan demikian sengketa yang
terjadi di bidang pasar modal dapat terselesaikan dengan cepat.

Suatu putusan arbitrase, isinya harus memuat seperti yang telah ditentukan
dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa putusan
arbitrase harus memuat :

a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
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nama lengkap dan alamat para pihak;

uraian singkat sengketa;

pendirian para pihak;

rnama lengkap dan alamat arbiter;

pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai
keseluruhan sengketa; ,

pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam
mejelis arbitrase;

amar putusan,

tempat dan tanggal putusan; dan

tanda tangan arbiter atau majelis arbiirase; serta

suatu jangka waktu kapan putusan tersebut harus dilaksanakan.

Dan berdasarkan pada tempat dimana arbitrase tersebut diputuskan, secara

umum putusan arbitrase dapat kita bedakan ke dalam :

putusan arbitrase nasional, yang merupakan putusan arbitrase yang diambil
atau dijatuhkan di negara Republik Indonesia;
arbitrase internasional atau arbitrase asing, yangmrupakan putusan arbitrase

yang dijatuhkan di negara di luar negara Republik Indonesia.*®

Dalam melakukan penilaian terdapat satu asas pokok yang harus digunakan

oleh seorang arbiter atau majelis arbitrase, yaitu asas ex Agewo et Bono yang berarti

“kepatutan dan keadilan “. Asas ini harus dipakai oleh arbiter atau majelis arbitrase

dalam melakukan penilaian untuk menjatuhkan putusan arbitrase atas perkara yang

dipercayakan untuk ditangani, diperiksa dan diputus olehnya. Meskipun dikatakan

berdasarkan kepatutan dan keadilan, arbiter atau majelis arbitrase tetap tidak

diperkenankan untuk mengesampingkan aturan hukum (materii!) memaksa yang

berlaku.

26

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit., _h. 93.
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Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tidak diberikan wewenang untuk
memberikan putusan berdasarkan kepatutan dan keadilan, maka arbiter hanya dapat
memberikan putusan berdasarkan kaedah hukum materiil, sebagaimana dilakukan oleh
seorang hakim. Ketentuan ini termuat dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas ex Aequo et Bono pada
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan /ex specialis dari kaedah hukum
materiil yang berlaku sebagai lex generalis bagi arbiter atan majelis arbitrase dalam
mengambil suatu putusan arbitrase. Jadi asas ex Aequo et Bono ini hanya berlaku bagi
arbiter atau majelis arbitrase selama dan sepanjang asas ini dikehendaki oleh para pihak
untuk dipergunakan bagi arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa
yang diserahkan padanya untuk diputuskan.

Mengenai penjatuhan putusan arbitrase, oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 mewajibkan arbiter atau majelis arbitrase, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk
segera menjatuhkan dan mengucapkan putusan arbitrase. Jika terdapat kesalahan atau
kekeliruan administratif yang bukan subtansi dari putusan arbitrase, maka para pihak
yang berkepentingan memiliki hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan
arbitrase tersebut, yang dapat diajukan secara langsung kepada arbiter atau majelis
arbitrase yang menjatuhkan putusan arbitrase tersebut, dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.
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Mengenai keharusan suatu putusan arbitrase harus memuat tanda tangan dari
arbiter atau seluruh majelis arbitrase, dalam hal ketiadaan tanda tangan dari salah satu
seorang arbiter sebagai akibat sakit atau meninggal dunia, maka tidak akan
mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan, selama dan sepanjang alasan tentarg tidak

adanya tanda tangan tersebut dicantumkan dalan putusan arbitrase tersebut.

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase. ©

Pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan pasal 59 sampai dengan
pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Jika kasus PT. A P diselesaikan
melalui arbitrase nasional maka pelaksanaan putusannya didasarkan pada ketentuan
pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa, dalam waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan
otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada
Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara
melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan
oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan
selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan
tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak
yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Maka setelah
pencatatan tersebut dilakukan PT. A P pihak yang berkepentingan wajib melaksanakan

putusan arbitrase tersebut.

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 49

Dalam hal ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka putusan arbitrase tersebut
tidak dapat dilaksanakan. Selain itu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga
mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli
pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan
Negeri.

Dalam hal PT. A P tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase
tersebut, maka berdasarkan pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Ketua
Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase tersebut
atas permohonan dari BEJ sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan
putusan arbitrase tersebut. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua
Pengadilan negeri ini diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 {tiga puluh) hari
setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sebelum
memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri diberikan hak untuk
memeriksa putusan arbitrase tersebut apakah telah diambil melalui suatu proses yang
sesuai, dimana :

a. arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutﬁs perkara telah

diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan

b. perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis -

arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat
diselesaikan dengan arbitrase; serta

c. putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentengan dengan kesusilaan dan

ketertiban umum.
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Jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri terdapat satu atau lebih
syarat dari ketiga syarat tersebut diatas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan
Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua
Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Selain ketiga hal
tersebut diatas Ketua Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mermeriksa
alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Dan sesuai dengan ketentuan dalam
pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa :

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri,

dilaksanakan sesuei ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang

putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Upaya-upaya Hukum Terhadap Suatu Putusan Arbitrase .~

Jika kasus PT. AP diselesaikan dengan menggunakan arbitrase Indonesia yang
penyelesaiannya berdasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dan telah
dikeluarkan suatu putusan arbitrase terhadap kasus tersebut yang mengikat para pihak.
Misalnya saja dalam kasus ini PT. A P merasa tidak puas dengan putusan yang telah
dibuat oleh para arbiter, maka PT. A P tidak dapat melakukan upaya hukum apapun
terhadap putusan arbitrase tersebut, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa
suatu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Mengenai hal ini diatur dalam pasal
60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan

mengikat para pihak.
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Begitu juga apabila kasus PT. A P ini diselesaikan melalui arbitrase
internasional dan berdasarkan pada ketentuan Uncitral (peraturan arbitrase
internasional), maka putusan arbitrasenya termasuk dalam putusan arbitrase
internasional, Pelaksanaan putusan tersebut diatur dalam pasal 66 huruf d Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999, dimana suatu putusan arbitrase internasional baru dapat
dilaksanakan di Indonesia setelah mendapatkan eksekutor dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia, selanjutnya pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pengadilan
Negeri. Setelah itu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan perintah
eksekusi, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang
berwenang. Hal ini diatur dalam pasal 69 ayat (1) yang berbunyi :

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi

sebagaimana dalam pasal 64 maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri vyang secara relatif berwenang
melaksanakannya.

Sedangkan dalam hal PT. A P merasa tidak puas dan tidak mau secara sukarela
melaksanakan hasil putusan arbitrase internasional tersebut, maka terhadap putusan ini
tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, hal ini didasarkan pada pasal 68 Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negen: Jakarta Pusaet sebagaimana

dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan
Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan

melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan
kasasi.
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(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap
pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi
tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal
66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 68 ayat (4) ini menggambarkan adanya kekuatan final and binding dan suatu
putusan arbitrase.

Selain hal-hal tersebut diatas terdapat juga upaya hukum terhadap putusan

arbitrase, yaitu sita yang diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang
\099

Nomor 30 Tahun 26606; yang menyatakan bahwa suatu sita eksekusi dapat dilakukan

atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi, dimana penyitaan dan

pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dengan cara yang sama dengan Hukum Acara

Perdata.

5. Pembatalan Putusan Arbitrase.

1999
Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa diatur secara khusus mengenai pembatalan suatu putusan
arbitrase yaitu pada bab VII yang terdiri dari pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Dalam
Undang-undang ini tidak ditetapkan secara jelas apakah pembatalan putusan arbitrase |
ini berlaku umum bagi segala jenis putusan arbitrase, khususnya yang berhubungan
dengan pembagian putusan arbitrase ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan

arbitrase internasional atau arbitrase asing.
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Apabila suatu permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase dikabulkan,
maka Ketua Pengadilan Negeri akan ienentukan lebih lanjut mengenai akibat
pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Jika dikaitkan dengan kasus PT. A P yang misalnya saja diselesaikan dengan
melalui arbitrase serta telah dikeluarkan suatu putusan arbitrase yang final dan mengikat
kedua belah pihak. Terhadap putusan tersebut pihak yang merasa tidak puas dapat
mengajukan pembatalan putusan tersebut, misalnya PT. A P merasa tidak puas, karena
pthaknya merasa dirugikan dengan dike_luarkannya putusan tersebut. Permohonan
pembatalan oleh PT. A P ini hanya dapat diajukan dalam hal putusan tersebut
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Hal di atas diatur dalam pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.
Sedangkan tentang tata cara pengajuan permohonan pembatalannya diatur dalam pasal

71 dan pasal 72 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.
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BAB IV

PENUTUP

. Kesimpulan

. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal dapat dilakukan melalui dua
jalur yaitu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa
melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di dalamnya terdapat
beberapa kelemahan yang menyebabkan para pelaku bisnis lebih memilih
menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk
menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terdapat
beberapa cara antara lain dengan menggunakan cara arbitrase, mediasi dan
negosiasi. Selain itu terdapat juga KP3MI yang bertugas membantu menyelesaikan
sengketa dengan cara memberikan pendapat cara penyelesaian yang seharusnya
dilakukan oleh para pihak, memberikan jasa mediasi sebagai negosiasi atau
rekonsiliator, atau menyelesaikan perselisihan selaku lembaga arbitrase pasar modal.
Diantara beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut diatas,
arbitrase merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesasikan sengketa,
khususnya sengketa yang terjadi di pasar modal. Penyelesaian sengketa dalam
kegiatan pasar modal melalui arbitrase merupakan sebuah kebutuhan yang
mendesak. Diharapkan Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara yang telah

mempunyai infrastruktur yang sangat maju di bidang pasar modal. Perwujudan
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lembaga arbitrase ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia
yang telah menjadi arbiter dan pengakuan putusan arbitrase oleh pengadilan
sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan yang final and binding (mengikat) dan
tertutup terhadap upaya hukum lanjutan. Oleh karena itu bila suatu perkara arbitrase
telah diputus arbiter, maka para pihak harus melaksanakannya secara sukarela
karena dengan pilihan mereka terhadap forum arbitrase berarti para pihak harus
sadar akan konsekuensi yang bersifat final and binding tersebut. Dalam hal salah
satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka diperlukan

upaya paksaan atau eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

. Saran

penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal sebaiknya para pihak lebih
memilih forum arbitrase karena arbitrase memiliki banyak kelebihan yang
menguntungkan bagi para pihak antara lain, sidang bersifat tertutup, lebih cepat,
biaya murah, dan pengambil putusan adalah orang yang berkompeten di bidang
pasar modal. Jadi putusan yang diambil biasanya lebih memuaskan para pihak sebab
para arbiter biasanya dipilih oleh para pihak sendiri dari kalangan praktisi hukum, .
pakar pasar modal yang sangat menguasai bidangnya masing-masing. Dan sudah
selayaknya dalam rencana perbaikan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal yang sedang dilakukan saat ini dicantumkan juga

ketentuan mengenai arbitrase, disini Bapepam dapat berperan melindungi pihak
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yang lemah, para nasabah, atau investor publik. Dimana untuk menjalankan
perannya tersebut, Bapepam memerlukan legitimasi dalam bentuk peraturan
perundang-undangan.

. Dalam melaksanakan putusan arbitrase hendaklah para pihak melaksanakan dengan
sungguh-sungguh, apalagi mengingat arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa
yang dipilih oleh para pihak sendiri, jadi sudah seharusnya para pihak sadar bahwa

seperti itulah sifat dari putusan arbitrase yang dianggap adil bagi mereka.

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR BACAAN

BUKU

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2000.

Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2000.

----------------- ,_Pasar Modal modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung,
2001

M. Yahya Harahap, Arbitrase, Ed.2, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2001

Najib A. Gisymar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek. Bandung : Citra Aditva
Bakti, 1999.

Sumantoro, Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1988.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. XVI, Balai Pustaka.
Jakarta, 1999.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3872.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

INTERNET

www.safitri.com

www hukumonline.com

www.vahoo.com

X1l

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENA SITORUS




"l ng (Indoneslan Natlonal Board of Aibltiation - East Java)
v . Ketintang Baru lI/1 3, Suratxaya.,

Tolp. 031 8287414 28R IR AR HEIIR2R ANGaA

PUTUSAN

Reg. No.GS/ARB/pANL YA 11,1/ X31/1999
“ticwl KEADILAN BERDASARKAN KETutlAnAN YANG MAHA ESA”

savaN AKBITRASE NastONat INooHeES1A (sANI) JAWA TIMUR

Badan Arbinase Nasional tudoricsia (BANIL) Jawa Thaoe yang incincriksa perkara dalam

tiuglat partama dan terakhir, telab nicnjaiuhihan puiisaa aataim sengketa antaia :
T PELAYARAN BINA USAHA Sty A yang beralamat di JI. Kalimas
Bard No.86/118 Surdbaya dalawn hal i diwakiti olch kuasanya Drs. Gustaf
.S i, SH, AmiraddinSi1, Samsul seam, S dari Pengacara/Penaschial
tlukum Dis. GUSTAF F.S. BINTI S11 & Associates yang beralamat di SL
Manyar Kartiha Barai No. | C Swabaya bLerdasar Surat ‘Kuasa Khusus
tertanggal 2 Desember 1999 sclanjutuya Jdiscbui PENMOHON.

IH\,LI\'. dal

11, DAMAL KURNIA LINES yang Lualamat J1. Benteng No. 6 Surabaya
yang dalam hal int diwakili kuasa Lal.ainya Al Aspandi, SH, pengacara dari
lrewan l‘;mpinau Daeral lcmlmga Banwan Hukum dan Pcngembungan
Hubwm KOSGORO Tingkat 1 Jawa Tuaar, beralamat di J1. Diponegoro No.
28 Swiabuya Lerdasar Surat Kuasa Khusus tcnanggal 17 Januari 2000 yang
sclanjittiya discbut TEKMIOIION

Leaddan AtLIase Nastonal Indonesia (s a0 tawa ‘tinur setelah membaca beihas
dalan lu.lkula illi klull (Cldll “\CHdCl]gul kuluu L\.'Jll |l“ldlx.

Golal micmbaca hausula wibitvase yaug  tacamum  dalam Pasal 17 Surat
I'cnj..nqi..n Lewa-hcnyéwa Kapul langgal us Desember 1998 (bul;li P]) “Apabila lCIjildi
peotehctun pondapat dalam miclaksanaban sutal pajanjian ini; kedua belah pihak
sepabat ncuyclesaihiannya deigan musyawatal dan hekeluargaan. Tetapi jika tidak
tercapa, anala hedua Lelah pihiah sepahat vatuk menunjuk Badan Arbitrase Nasional.
hidoncsta (AN di Surabaya uniuk menyclesaikan dan memutuskan perselisilian
tetochant et perataran dan tlata cara yang duuuukan oleli BANI, yang putusannya
toucngadoa hodaa Lelali pllmk

tolal scbaca surai permolionan Pamnohion taianggal 23 Desember 1999 yang
ol ccngub Loieee Baswedan, SH alamiat Vila Kalijadan Indah Blok A No. 2
Sarabiaya scbagal Aibiter Peiohon, dewthian pula telali membaca surat permolionan
Termohon tertanggal 31 Januari 2000 yang telah mcounjuk Prof Dr. Rudhi Prasetya,SI
alawat fulan Dhaninehuisada Indah Ulara 129 Surabaya scbagai Arbiter dari Termohon.

‘Telale membaca Surat Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI)
Jawa Tuwur No. 13/SK/BANI JAWA TIMUR/I/2000 tertanggal 07 Februari 2000
lentang  pongsngkaian Majelis  Aibiter yang susunanuya terdiri dari Ny .Hj.Hartini
Mochtar  Kasian,SH  scbagai Ketua Majclis  Ailiier, Ismet Baswedan,SII dan
Prof Do Rudld Parseiya, SH masing-masing scbagai anggoia yang alamatnya tercantum
dalamn Surat Kepuiusan terscbut teillampir pada berkas puiusan, dengan menetapkan
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empat sidang di Jalan Raya Dharmahusada Indah No.55 Surabaya, pengangkatan mana
clah diterima dengan baik oleh Ketua Majelis Arbiter dengan suratnya tertanggal 02
Febiuai 2000 dan olch Anggota Majelis Aubiler tanggal 03 Januari 2000 dan 02
Februaid 2600,
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Wenlaag dadet poakis . sayi

iiabwa Pomolon dalam surai penisolhivnanaya tanggal 23 Desember 1999 teluh
mncngajuhan pennochonannya sebagai bevikui

I, Mahiwa pada hari Sclasa tunggal 8 Descinbar 1998 elul icijadi kesepahatan antara
remohon Jun Temmohon uniuk mengadakan pojanjian Chaier, taituang dalam Sural
Foguujlan Sewa Menyewa Kapal, Pejanjian bLadaka icilitung scjak tanggal 18
Doscinbar 1998 hingga 17 Pebiuasi 1999, lalu  diperpanjang  beberapa  kali
pospatgangan atas kesepakatan lisan para piliuh Linaga anggal 18 Agustus 1999.

2. Babwa dalam peijanjian tersebut Pemohon scbugai pemilik kapal K.M. Waringin
Scjalieru. Sedangkan Termohon scbagai Penycwa Kapal K M. Waringin Sejahiera.

3. Bah a dalaiy pasal 17 perjanjian discbutlhan apubila terjadi persclisihan pendapal
[senglota udak Lisa diselesaikan secara musyawaal Jan mufakat maha scpakat
menunjuk  Badan  Aibitrase Nasional ludonesia (BAW) di Surabaya untuk
mcayclesaikan dan memutus perselisiian teisebut.

4. Bahwa dalan pelaksanaan perjanjian tclal tcjadi perselisiban pendapat/sengketa
yuuy itdah bisa disclesaikan secara musyawaiali dun mnufakat.

5. Scrah taima kapal dari Pemohion kepada Tormohon (on hire) dilukukan tanggal 16
Desamber 1998 dalam keadaan scbaik-baiknya dan layak layar. Hal mana dipakai
scbugai dasar disualainy - perlitungan p\,mbuym"au Jurnlah wakiu sewa Kapal.

0. balnva ;o..babalumua diatur dalam Fasal 4 perjanjian discbutkan : Termohon bersedia
tdah  wcimaati l\upal melebila l\upabllab/kuuampuuu Ldpal. Jtlbd Termohion udak
diparhcnankan memuat barang-Larang Labaulaya, cxplosive serta teilarang (yang
dagrat mndisak pulka kapal atau wengancam hesclamatan kapal dalam pelayaran)

7. Teuyata Tenmohon mclanggar ketenfuan point 6 diatas, yaitu pada pemuatan hapal di
Pulaw bBatain tanggal 27 Juli 1999 hingga tanggal 29 Juli 1999. Pada tanggal 27 Juli
1vyy pubul 03.00 local time dini hari Mualim 1 kapal sudah melarang menambahi
it hardia banatan yang ada di dalum palka moaiaa ondeck yang berupa minyak
pelomas, batang beibahaya/explosive dan talarang yang dapat merusak palka kapal
atau ..M.b..ug,um kesclamatan hapal dulan polayaran dongan jenis Kwik-seal fine,-
o plag noe, Yarsacom A, Versawet 1, Polysal dan lain lain.

Haman Tamohon pada pukul 04.00 local time daiang dan memaksakan untuk
menambah muatan berjumlah 30 pallet. Dengan beberapa pertimbangan penambalian
watan discigjui sejuralah S(lima) pallct. Pada pukul 08.00 local time Termohon
Lotsama pomilih barang daiang untuk memaksahan agar 25 pallet sisanya segera
diuat, naman pilah kapal tetap tiduk bLisa meunciima penambahan muatan harcna
sangat membahayakan kapal dan muaiannya. Namun Termolion dan Pemilik barang
ttap wenaksa saja schingga ierpaksa ditambuli muatan 25 pallet (perpallet isi 4
duang, Lorainya 800 kg). Setelah muatan ditambah 25 pallet kapal sudah tidak bisa
muat lagi sisanya 43 pallet diserabkan kepada pemilik barang Karena muatan ada
€05 pallit sadangkan kapal hanya mampu 562 pallct.

Dalam keadaan kapal sarat muatan yang dipaksakan Termohon, tanggal 29 Juli 1999
pabul 10,00 local time kapal diberangkatkan dari pelabuban Pulau Batam tujuan
Balil papan. Fada jam 23.00 local time datang musibali berupa angin kencang, arus
huat dan ouibak besar mengakibatkan kapal mengalami kemiringan kiri 06 derajat

SKRIPSI ARBITRASE SEBAGAI SARANA ... RULY HELENAA$ITORUS

2 i



10.

2.

13.

b\.-. s

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dan pada jam 03.00 kemiringan menjadi 10 derajat sehingga untuk keselamatan kapal
dan muatannya maka sebagian muatan harus dibuang 4 pallet atau 16 drum.
Pada tanggal 3 Agustus 1999 jam 20.00 local time saat merubah halauan menuju
Balikpapan, karena masih sarat muatan dan dipaksakan Kkapal tidak mampu
mclanjutkan pelayaran sehingga harus beilindung di pulau posisi 01 J.
Pada tanggal 5 Agustus 1999 kapal kena musibah onbak besar dan angin kencang
hingga miring kiri 14 derajat dan makin lama kapal makin miring sehingga kapal
S.0.S dan semua alat keselamatan dituruikan dan 8 ABK diselamatkan kapal nelayan
ke darat. Pukul 20.00 local time kapal berhasil diselamatkan dari kandas dan berlayar
ke pelabuhan terdekat yaitu Banjarmasin, sekaligus untuk menurunkan muatan dan
perbaikan akibat muatan kapal yang dipaksakan Termohon
Pada pelayaran sebagaimana disebutkan dalam poiwt 7 di atas, teinyata Termohon
juga telah menggunakan kapal untuk menganghut barang barang Laibahaya hal mana
tidak ada izin untuk pemuatan maupun pembongkarannya di pelabuhan Indonesia
dalam pelayaran tanggal 29 Juli 1999 itu. Barang-barang terscbut yang ketahuan
Pemohon antara lain :
a. Caustic Soda/Sodium Hydroxide (Na Oll) yang bersifat corrosive/merusak.
b. Potassium Hydroxide/Caustic Pottash (K Ol1) yang bersifat Corrosive/merusak
Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Perjanjian Termohon berkewajiban
membayar sewa pemakaian kapal kepada Pemohon jumlahinya ditetapkan Rp.
63.334.000,-(enampuluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat 1ibu rupiah) peibulan
atau Rp. 2.111.133,-(dua juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)
pethart;
Besarnya uang yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, rinciannya
scbagai berikut :
I. Masa charter kapal 8 (dclapan) bulan 2 (dua) hati, yaitu mulai tanggal 16
Desember 1998 Lingga tanggal 18 Agustus 1999 Rp 510 891 266,-
Il Transfer uang dari Pemohon yang scharusnya dibayar Termohon Rp. 11.777.500,-
1 Biaya peibaikan kapal akibat kerusakan karena pemaksaan muatan pada waktu
dicharter Termohon yang scharusnya di bayar Termohon Rp. 22.676.000,-
IV Uang trip ABK yang belum dibayar Termohon Rp. 1.000.000,-
V. Klaim alat Kesclamatan yang hilang akibat kesalahan Termohon memaksakan
muatan Jdi atas kapal

4 pelampung dan 16 baju renang Rp. 834 000,-
I (satu) buah I ifeprap Rp. 6.000.000,-
Jumlah Rp.553.181.766,-
Pembayaran dari Termohon
I Pembayaran Pertama Rp.  130.000.000,-
I Tunggal 16 Jum 1999 Rp. 30.000.000,-
HI Tunggal 10 Juli dan 12 Juli 1999 Rp. 20.000.000.-
IV Pahitungan Delay 23 han @ Rp. 2 111 133,- Rp 48.556.059,-
V. Rincian biaya operasional dari Termohon mulai tanggal 16 Maret 1999 hingga
tanggal 14 Juni 1999 yang dapat diterima Pemolion Rp.  115.060.709,-
Jumlah Rp. 343.616.768,-

Dengan demikian kekurangan Termohon untuk membayar kepada PemohonRp.
553.181.766,- - Rp. 343.616.768,- = 209.564.998,-(dua ratus sembilan juta lima
ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Akibat Termolion mengangkut barang berbahaya yang bersifat merusak serta muatan
yang dipaksakan sebagaimana diuraikan dalam point 7 dan 8 diatas, maka
mengakibatkan palka kapal rusak. Schingga Termohon pada akhir masa charter
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hingga diajukan masalah ini ke BANI Jawa Timur, Termohon tidak pernah
melakukan kewajiban penyerahan kapal yang dituangkan galam berita Acara
Penyerahan kembali (Off Hire Certificate) sebagaimana yang diatur dalam pasal 5
perjanjian. Yang seharusnya kapal diserahkan dalam keadaan sama baiknya dengan
keadan pada waktu kapal diserahkan Pemohon kepada Termohon tanggal 16
Desember 1998.

14. Sebagaimana yang diperjanjikan dalam pasal 11 perjanjian, pembayaran tarif sewa
dilakukan dimuka, untuk pembayaran pertama disetujui 60 (enam puluh) hari. Dan
pembayaran berikutnya adalah 10 hari sebelum masa sewa bulan kedua berakhir.
Ternyata Termohon tidak membayar sesuai yang diperjanjikan tersebut, Pemohonpun
toleran, namun hingga sewa kapal berakhir Agustus 1999 sebagaimana disebut diatas
Termohon tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga Termohon telah menghambat
keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemohon dalam hal iui mulai Agustus
1999 hingga diajukan sengketa ini dan diputus BANI, keuntungan itu diperkirahkan
60 % dari nulai tagihan atau Rp. 125.7338.998,80 (seratus dua puluh lima juta tujuh
ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan
puluh sen).

15. Mengingat Termohon kalau ditagih selalu mbulet, tanpa alasan yang sah, maka perlu
sanksi keterlambatan Termohon melaksanakan putusan ini, dalam hal ini layak Rp.
100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari kelambatan sejak putusan diucapkan.

16. Mengingat besarnya tuntutan Pemohon dan agar terjamin pembayarannya maka patut
diletakkan sita jaminan atas harta Termohon, yaitu :

a. Tanah/bangunan beserta segala yang ada di dalamnya tempat tinggal Termohon
terletak di : Jalan Dharmahusada Indah Utara B-1V/28 Surabaya.

b. Bangunan serta segala yang ada di dalamnya yang dipakai kantor Termohon
terletak di Jalan Benteng Nomor 6 Surabaya.

Berdasarkan uiaian diatas, maka mohon BANI memutuskan :

Menerima permohonan Pemohon.

2. Memerintahkan/menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohlion
scbesar Rp. 209.564,998,-(duaratus sembilan juta lima ratus enampuluh empat
ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditambah Rp 50 000 000,00
(lima puluh juta) akibat kerusakan muatan barang terlarang/beibahaya

3. Menetapkan jumlah Rp. 209.564.998 -(duaratus sembilan juta lima ratus
enampuluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditambah
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berbunga 3% perbulan terhitung mulai
bulan September 1999 hingga dibayar kewajiban Termohon secara kontan

4. Menghukum Termohon untuk membayar keuntungan heuntungan yang
seharusnya didapat Pemohon akibat terlambat membayar sewa scbesar 60 % dari
nilai tagihan (Rp. 209.564.998,-) atau Rp. 125.738 998,80 (scratus duapuluh lima
juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
rupiah delapan puluh sen).

5. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon Rp. 100.000,-(seratus
ribu rupiah) per hari kelambatan Termohon melaksanakan putusan ini se¢jak
putusan ini diucapkan.

6. Menyatakan sah dan berharga siia jamninan yang diletakkan dalam perkara ini.

Atau
Apabila BANI menentukan lain maka mohon putusan/penetapan yang seadil-
adilnya.

Disamping itu juga Pemohon mengajukan Replik tanggal 6 Maret 2000 dan kesimpulan
tanggal 12 Juni 2000, yang merupakan bagian dari berkas perkara ini ini.
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Jawaban Termohon : 2

1. Bahwa, Termohon menclak dengan tegas scluruh Jdalil-dalil Pemohon dalam Surat
Permolionannya, kecuali yang diakui sccara iciiulis (misalaya poin 1 s/d 6 diakui
kcbenarannya oleh Termohion);

2. Bahwa, sedangkan dalil dalam pcia 7 adalah peauh  dengan  rekayasa,
sengaja”’mengkambing-hitakan” Ternoolion, scakan scbagal penycbab utamanya.
Padalial penyebab kerusakan (quod non) yang scbensinya justru Pemohon sendird,

3. Bahwa, dalil sebagaimana diuraikan dalam poin 2 diatas, alasan-alasannya yaitu :

a. Pemolion sebagai pengusalia pelayarin yaug sudah profesional, scharusnya tiduk
ceroboh dan melanggur azaz Lepanatan. Misaluya, ABK ya.g paling vital
(Nachoda) oleh Pemolion hianya discialihan pada scorang yany udak berkompeten
yaitu MUALIM I yang merangkap sebagui Nachoda Sudah barang tentu apabila
terjadi musibah in casu (angin kencang, arus huat, dan ombak besar) MUALIM 1
terscbut tidak mampu menguasainya;

b. Selain itu, usia kapal sudal sangat tua Jibuat pada tahun 1971(bandingkan dengan
Londisi mobil tahun 1971) dan hapal terscbut scharusnya sudah waktunya untuk
“ngedok”. Namun olch Pemohon sclalu diperpanjang sampai 3(tiga) hali. Hal ini
juga kecerobohan Pemochon, bLulihan dapai  dikategorikan Pemohon tclah
melakukan perbuatan melanggar Luhum. Akibat dari kecerobohan Pemohon,
schingga ada beberapa komponen hapal yauyg sangat vital, salah satunya yang
berfungsi sebagai keseimbangan (balus) tidak dapat berfungsi secara malksimal.
Karena sudah keropos/bocor termakan olch usianya sendiii; ”

Baliwa, untuk menutupi kehuvangan-kchurangan taiscbut, maka Pemohon mengarang
suatu cenlta scakan hetidak-seimbangan hapal tecsebut (baca, kapal menjadi miring)
harena muatan hupal melebilii kapasitas atau muatannya dipaksakan;

Bualiwa, padahal yang sebenarnya muatan hapal terscbut belum melebihi kapasitas dan
juga sama sekali tidak benar jika ada pemaksaan dalam pemuatan kapal teisebut;

Baliwa, secara huhum "pemahsaan” Icbih dalu harus dibukiikan unsur wsia dan
heduduhan pihak yang dipaksa serta dengan cara maupun sejauh mana poiaksaan
terjadi. Bahkan bagaimana reaksi pihak yang dipaksa seteluh adanya peuluksaan
terscbut . Hal ini harus jelas. Sehingga pembuktiannya tidak cukup dengan surat
Lerita acara sclain isinya kabur juga surat tersebut dibuat olch seorang yang nota bene
masth dalam penguasaan Pemohon;

Bahwa, masalah muatan yang melcbihi hapasitas. Scbenarnya berdasarkan surat
pedjanjian pasal 13, apabila kapal terancam kesclamnatannya, seorang Nachoda diberi
luh penuls untuk membuang sebagian muatan sampai kapal tersebut dalam kondisi
stabil.

Berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri, MUALIM I sudah melakukan langkah itu.
Kenyataannya kapal masih terus iniring. Atas dasar fakta ini, maka ada 2 (dua)
kemungkinan penyebab utamanya: Pertania, alat fungsi Leseimbangan dalam kapal
memang sudah tidak berfungsi lagi dan atuu, Kedua: karena dasyatnya musibah
hingga diluar batas kemampuan manusia;

Bahwa, hal yang terakhir ini sesuai dengan pengakuan Pemohon sendiri dalam sural
permohonannya (hal,2 baris 26 s/d 31 dan baris 38 s/d 40) diuraikan dengan jelas dan
gamblang jika kemiringan sampai 14 derajat disebabkan karena musibah angin
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' kencang, arus kuat, dan ombak besar. Dan lagi, menurut Termohon juga disebabkan
. fungsi keseimbangan kapal (balast) sudah tidak berfungsi lagi; ae

Bahwa, dengan demikian karena kerusakan (quod non) terjadi bukan karena
kesalahan Termohon. Maka secara hukum, keadilan, dan kepatutan (ex.pasal 56 (1)
' UU No.30/1999) Termohon tidak dapat dibebani biaya perbaikan kapal yang rusak
disebabkan kesalahan Pemohon sendiri sebesar Rp.. 22.676.000,- maupun mengganti
biaya kehilangan alat keselamatan kapal sebesar Rp. 6.834.000,- karena selain bukan
akibat kesalahan Termohon juga yang memakai alat tersebut hingga hilang adalah
anak buah Pemohon sendiri,

Bahwa, menanggapi poin 8 perlu ditegaskan jika barang muatan Termohon sama
sekali tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana tuduhan Pemohon. Salah satu
bukti, barang nmwatan Termohon baik ketika pemuatan maupun pembongkaran di
pelabuhan, tidak dipermasalahkan oleh syahbandar setempat, ada atau tidak adanya
ijin,

Bahwa, apabila dalam hal ini ternyata Pemohon mempermasalahkannya adalah tidak
mempunyai kewenangan hukum (diskwalifikasi in person);

Bahwa, sehubungan dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerusakan akibat barang
muatan Termohon sehingga menelan biaya Rp. 50.000.000,- adalah juga tidak lebih
hanya mengarang cerita yang dipaksakan. Terbukti tidak sekaligus dijelaskan yang
rusak dibagikan kapal yang mana dan dengan cara apa serta bagaimana barang
muatan tersebut merusak. Hal ini tidak jelas. Balkan biaya kerugian sebesar itu
perincian dan buktinya apa saja, juga tidak jelas;

Bahwa, olch karena itu dalil-dalil tersebut kabur atau tidak jelas. Maka tuntutan
mengenai hal ini mohon Majelis Arbiter mengesampingkan saja,

Bahwa, untuk menanggapi poin 9, 10, 11 dan 12 dapat dibaca dalam jawaban
Termohon poin 10 berikutnya;

Bahwa, sedangkan menanggapi poin 13, Termohon menganggap tidak pcilu
ditanggapi secara khusus. Yang jelas antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat
jika batas akhir sewa (OFF — HIRE) adalah tanggal 18 Agustus 1999. Sedangkan
masalah penyerahan kapal kenapa tidak sama kondisinya dengan ketika penyerahan
awal, sudah cukup ditanggapi Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan
dalam poin 3 dan 4 diatas;

Bahwa, scdangkan menanggapi poin 14 kenapa setelah beraklirnya sewa pada
tanggal 18 Agustus 1999 Termohon tidak memenuhi tagihan Pemohlion. Menurut
Termohon karena berdasarkan pasal 17 surat perjanjian apabila terjadi perselisihan
pendapat antara Pemohon dengan Termohon yang tidak bisa diselesaikan secara
musyawarah/mufakat, maka alternatif terakhir diselesaikan melalui BANI. Dan saat
ini masih/sedang dalam proses dan belum ada putusan berapa besar kewajiban secara
riel bagi Termohon. Oleh karena itu masih dibenarkan oleh hukum Termohon belum
memenuhi kewajibannya menunggu sampai ada putusan yang final. Sehingga apabila
Termohon didalilkan telah menghambat keuntungan sebesar 6%, selain tidak ada
aturan hukumnya juga tuntutan ini terlalu prematur;
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8. Bahwa, begitu pula tuntutan sebagaimana dalam poin 15. Karena belum ada putusan
BANI berapa besar kewajiban secara riel bagi Termohon. Maka. oleh hukum masih
dibenarkan Termohon belum memenuhi sebagaimana tagihan Pemohon. Dengan
demikian tuntutan uang paksa sebesar Rp. 100.000,- per hari selain ilusi juga tidak
berlandaskan hukum. Karena perkara in casu bukan dalam klasifikasi riel, melainkan
pembayaran uang;

9. Bahwa, menanggapi mengenai barang-barang yang rencana akan disita sebagaimana
diuraikan dalam poin 16 surat permohonan Pemohon. Termohon menganggap tidak
perlu ditanggapi secara khusus, hanya diingatkan hati-hati sebelum melangkah;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon mengajukan rincian hak
Pemohon sebagaimana berikut :
a. Masa cliarter 8 (delapan) bulan 2 (dua) hari, dari tanggal 16 Desember 1998 s/d
18 Agustus 1999 nilai sewanya adalah :
242 hari X Rp. 2.111.133,- =Rp. 510.894.266,-

Namun selama pelayaran kapal sering berhenti (delay) sampai 71 (tujuh puluh
satu) hari (perincian delay bertanda T-1). Oleh karena itu nilai delaynya adalah :
71 hari X Rp. 2.111.133 - = Rp. 149.890.443 -

Berdasaikan pasal 14 surat perjanjian, maka nilai sewa adalah :
Rp. 510.894.266,- - Rp. 149.890.443,- = Rp. 361.003 823,

b. Uang transfer dari Pemohon yang diterima Termolion scbesar Rp. 11.777.500,-
sudah dipergunakan sesuai Jengan tanggung jawab Termohon. Kecuali Uang Trip
ABK, itupun oleh Termohon diakui sebesar Rp 500 000,-, harena baru berjalan
“separoh” perjalanan,

c. Mengenai biaya kerusakan kapal sebesar Rp. 22 676 000,- dan kehilangan alat
keselamatan kapal sebesar Rp. 6.834.000,- bukan tanggung jawab Termohon.
Kecuali Uang Trip ABK, itupun olech Termohon diakui sebesar Rp. 500.000,- ;
karena baru berjalan “separoh’ perjalanan;

d. Dengan demikian hak Pemohon kepada Termohon seluruhnya adalah :
Rp. 361.003.823,- + Rp. 500.000,- =Rp. 361.503.823,-

Il. Baliwa, sedangkan Termohon selama masa charter tclah mengeluarkan biaya-biaya
baik dalam bentukh uang tunai, pembelanjaan barang-barang maupun kompensasi —
kompensasi barang seluruhnya sebesar Rp. 354.338.165,- (perincian hal ini bertanda
T-3), '

12. Bahwa, dengan demikian kewajiban Termohon yang harus membayar kepada
Pemohon adalah : ‘
Rp. 361.503.823,- - Rp. 354.338.165,- = Rp. 7.165.658,-;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, mohon tuntutan dalam Surat Permohonan Pemohon °
seluruhnya ditolak, dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disamping itu pihak Termohon mengajukan Duplik tanggal 20 Maret 2000 dan
kesimpulan tanggal 12 Juni 2000, yang merupakan bagian dari berkas perkara ini.
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Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis dan foto sebagai berikut :

1. P.1 = Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal No. 023/DK/X11/98 tanggal 8 Desember
1998.
2. T.2 = Berita Acara Penerimaan Kapal (T3 butir 164)
3. P.3 = Sertifikat Klasifikasi Sementara mesin KM.Waringin Sejahtera No. Reg. 2137
tertanggal 26 Desember 1998 dari Biro Klasifikasi Indonesia
4. P4 = Sertifikat Klasifikasi Sementara Lambung KM. Waringin Sejahtera No. Reg.
2137 tertanggal 26 Desember 1998 dari Biro Indonesia
5.P.5.= Sertifikat  Keselamatan  Telepon  Radio  Kapal  Barang  nomor
PY.652/271/09/ADPL.SBA 99 atas kapal Waringin Sejahtera tertanggal 9
September 1999 dari Adpel Tanjung Perak Surabaya.
6. P.6.= Sertifikat keselamatan Nomor PY.651/271/09/ADPL.SBA .99 atas Kapal
Waringin Sejahtera tertanggal 09 September 1999 dari Adpel Tanjung Perak
Surabaya
7. P.7= Tanda terima dari Termohon senilai Rp. 11.777.500,00
8. P.8= Surat dari Gowel Marine & transportation Services/PT Growellirica Batu
Ampar Batam Delivery Order No. 027/GW/VII-99 dalam pemuatan Kapal
Waringin Sejahtera tanggal 27 Juli 1999 dari Pulau Batam.
9. P.9 = Surat Keterangan No. UMOQO/01/08/ADPL.SBA .99 tanggal 31 Agustus 1999
dari Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
10. P.10 = International Maritime Dangerous Goods Code Volume 1V Class 8 dari
International Maritime Organization (IMO) london, halaman 8225/8226
UN.No. 1824 dan 8214 UN.No. 1814.

11. P.11= Buku Harian Kapal Waringin Sejatera untuk Dek mulai tanggal 26 Juli 1999
hingga tanggal 28 Agustus 1999.

12. P.12 = Berita Acara KM Waringin Sejahtera tanggal 27 hingga 29 Juli 1999 olch

chicef Ofticer Kapal.

13. P.13 = Berita Acara KM Waringin Sejahtera tanggal 29 Juli 1999, 03 Agustus 1999,

05 Agustus 1999, 08 Agustus 1999 oleh Chief Officer kapal.

14. P.14 = Foto Palka Il double bottom Kapal Waringin Sejahtera yang bocor.

15. P.15 = Foto Palka Il double bottom Kapal Waringin Sejahtera yang rusak.

16. P.16 = Foto beberapa macam kerusakan kapal Waringin Sejahtera akibat muatan

dipaksakan dan terkena barang berbahaya yang bersifat merusak/korosif Juga
akibat dipaksakan masuk 2 (dua) forklift dalam kapal. g
17. P.17 =Foto kerusakan kapal di atas palka I
18. P.18 A= Kwitansi tanda terima serta Daftar Rincian Pekerjaan KM. Waiingin
Sejahtera dari PT. Perintis Utama tertanggal 20 Maret 2000.
19.P.19= Surat dari PT. Tridaya Kargo Sentra Nomor 115/TCC-BIN/VII/YY
tertanggal Banjarmasin 11 Agustus 1999.

20. P 20 = Surat Nomor 62/BUS/UM-1/VI1I/99 darn PT. Bina Usaha Surya (Pcmohon)

teitanggal 11 Agustus 1999 kepada PT. Trijaya Kargo Sentra
21. P.21= Surat Tagihan dari PT. Hamudaya Lintas Samudera No. 120/HL.S-
BIM/VII/99 tertanggal Banjarmasin 18 Agustus 1999

22 P22 = Surat Tagihan dari PT. Hamudaya Lintas Samudera Nomor l21/HLS—
BIM/VIII/99 tertanggal Banjarmasin 23 Agustus 1999.

23. P.23 = Bukti setoran tunai Rp. 22.676.000,00 tanggal 25 Agustus 1999.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sanggahannya Termohon telah

mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :
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Satu bendel T1 = Rekapitulasi rincian delay “KM. Waringin Sejahtera” Selama sewa
berlangsung dengan perhitungan jumlah hari maupun nilai uang. . .
Satu bendel T2 = Rekapitulasi perincian penerimaan dan pengeluaran uang tunai
sebesar Rp. 11.777.000,- dari Pemohon ke dan atau oleh Termohon.

“Satu bendel T3 = Rekapitulasi seluruh keperluan biaya operasi baik dalam bentuk
langsung maupun kompensasi dan pembayaran uang sewa kapal yang tclah
dikeluarkan oleh Termohon untuk kepentingan “KM. Waringin Sejahtera™.

~ Satu bendel T4 = Surat dari Pemohon yang menunjukkan jika ketika kapal terjadi
musibah pada tanggal 5 Agustus 1999 bukan disebabkan muatan yang melebihi
kapasitas, melainkan karena muatan ringan (namun salah penempatan), hingga terjadi
kapal mudah oleng.

“Satu bendel TS = Persyaratan Minimal ljazah Perwira Kapal Muatan Barang dibawah
1.500 Ton.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter sejak permulaan sidang sampai dengan
emeriksaan akhir perkara ini, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun
fajelis Aubiter tidak berhasil mendamaikan, sehingga pemeriksaan perkara i
lanjuthan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr.
aud Mangandai dan Singgih Prayogi, namun pada waktu persidangan mendengarhan
iksi yang hadir hanya 1(satu) saksi, sehingga yang diperiksa hanya yang datang di
ersidangan yaitu Saudara Daud Mangandai,

aksi Daud Mangaudai :

ada sidang tanggal 15 Mei 2000 menerangkan dibawah sumpah scbagai berihut |
Saksi bekerja sebagai MUALIM | di KM Citra Millenium, scbelum bekerja di sini,
sahst beherja di KM Warningin Sejahitera, bekas karyawan Pemohon,
KM. Waringin Sejahitera bertonase Gross Tonase 360 Ton, Dwt 1.500 lon,
Muatan dinaikkan dari pelabuhan Batam berupa Pallet dan drum yang ukurannya
besar-besar sehingga scluruh palka dan dek penuh;
Untuh memuat barang-barang tersebut dikapal diperlukan crane yang didatanghan
olch Termohion karena crane di kapal rusak |
Sclain crane dipergunakan juga forhlift yang dimasukkan kedalam palka hapal, yang
berakibat kerusakan lantai dasar palka terutama bagian lantai yang terbuat daii kayu;
Mecnurut saksi kapal tidak mampu untuk memuat barang-barang Termohon, dengan
alusan bahwa keseimbangan kapal sudah tidak sempurna yang dapat mengakibatkan
hapal miring, namun Termohon memaksakan kehendaknya, schingga saksi tidak
kuasa menolak kecuali terhadap 43 pallet yang ditinggalkan di pelabuhan Batam,
Ketika kapal berangkat nampak kapal oleng lebih-lebih sctelah timbul angin kencang
dan dihantam ombak besar  heminngan kapal makin memaksa saksi  untuk
membuang 4 pallet (16 drum) ke laut,
Karena badai mengakibatkan kemiringan kapal yang makin membahayakan maka
saksi berinisiatif untuk mengkandaskan kapal agar kapal tidak tenggelam di posisi
01J; g E
Kemudian saksi menyiarkan S.0.S. dan 8 Anak Buah Kapal (ABK) di tolong oleh
kapal nelayan ke darat, kapal kemudian berlayar ke Banjarmasin untuk bongkar
muatan, barang diangkut lewat jalan darat ke tempat tujuan :
Kapal mengalami kerusakan cerobong dan alat navigasi, kapal tidak berangkat ke
Biringkasih tetapi diarahkan ke Ujung Pandang ;
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- Pada waktu kapal berada di Pantoloan kapal tiduk sandar di dalam menunggu pandu

untuk masuk ke rede dalam akhirnya kapal sandar di dermaga Hasanudin untuk
perbaikan las cerobong dan tiang navigasi,

- Setelah selesai perbaikan kapal diarahkan ke Gersik yang scharusnya dari
Bonemanjing ke Belawan dalam keadaan kosong tanpa inuatan;

- Saksi menyatakan tiduk tahu menahu tentang adanya muatan bahan kimia yang
Lerbahaya, kapasitas kapal 562 pallet dimuati 605 pallet.

Meninibang, bahwa Termohon telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu :
Achmat Rocky Suherman Pejabat Syahbandas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
Team ITS Perkapalan, Dosen Alli dibidang Stubilitas Kapal
T. Sukaryo Ex KM. Waringin Sejahitera , Kepula Kamar Mesin
Hendik K Ex KM. Waringin Sejahtera , Mualin 11
Hariyadi Ex KM. Waringin Sejatera, Mandor
6. A. Munadji Ex KM. Waringin Sejatera, Nachoda
( Daftar Saksi yang diusulkan olch Termohon termuat dalam suratnya tanggal 24 Apiil
2000);

s 9 R

Menimbang, bahwa memperhatikan dafiar .saksi tersebut pilhak Pemohon
berkeberatan terhadap saksi 3, 4, dan 5 dengan alasan ketiga-tiganya adulali bekas
haryawan Pemohon, yang no. 4 mengundurkan diri dan nomor 3, 5 di PHK (dipecat),
untuk menguatkan penolakan terhadap ketiga calon saksi tersebut Pemohon menyeralikan
surat-surat pemecatan (PHK) ;

Mengenai hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa ketiga calon saksi
tersebul

1. T. Sukaryo (Di PHK Pemohon)

2. Hendik K (berhenti bekerja)

3. Haryadi (Di PHK Pemohon)

Keliga calon saksi tersebut diatas memang pernah bekerja pada Pemohon tetapi telah di
pecal (PHK), berhenti kemudian bekerja dan menerima upahi dari Termohon,
Berdasarkan jiwa pasal 145 dan pasal 172 TR, Majelis Arbiter berpendapat dalam
kondisi ketiga calon saksi diatas sukar diharapkan cbycktifitasnya, miskipun mereka
disumpal, atas dasar pertimbangan inilah maka Majelis Arbiter tidak dapat mengabulkan
ketiganya menjadi saksi Termohon,;

Menimbang, bahwa sidang-sidang berikuinya Termohon meminta sekali lagi agar
Majclis Arbiter bersedia mendengarkan ketiga calon saksi tersecbul dengan alasan
seharang ketiga calon saksi yang diajukan sudah tidak bekerja lagi di Termohon, untuk
ini Majelis Arbiter tetap menolak;

Menimbang, bahwa atas kcberatan Termohon kapal KM. Waringin Sejahitera
(Kapal Pemohon) tidak di pimpin oleh Nakhoda tetapi hanya oleh Mualim 1, Majchs
berpendapat bahwa kedua belah pihak tclah mengetahui Mualim 1 yang menjadi
pimpinan diatas kapal KM Waringin Se¢jahtera dan hal ini di mungkinkan menurut
Uudang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran terutama pasal 59;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan kepada Termohon untuk
mengajukan calon saksinya, ternyata yang berhasil diajukan hanya Achmat Rocky
Suherman, sedangkan Team Ahli ITS dan Ahmad Munadji sampai sidang berakhir tidak
berhasil dihadirkan oleh Termohon;

/
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Saksi Achmat Rocky Suherman :

Pada sidang tanggal 15 Mei 2000 menerangkan dibawah sumpah sebagat berikut :

- Saksi karena jabatannya sebagai Kepala Seksi Tertib Bandar pada Kesyahbandaran
Tanjung Perak Surabaya bertugas memberikan sertifikat kapal tentang kesempurnaan
kapal/keselamatan kapal, radio, lambung dan ukuran kapal,

- Pengertian layak layar adalah kapal berlayar harus dengan surat-surat lengkap;

- Saksi menerangkan tidak mungkin dijinkan berangkat apabila kurang dokumennya,

- Pengecekan yang dilakukan saksi adalah

a. Phisik : Kapal dan ABK
b. Non Phisik : Dokumen / surat-surat lainnya

- Untuk mengetahui kapal muat barang berbahaya atau tidak dapat dilihat pada dafiar
buku kapal ;

- Saksi menerangkan kemungkinan barang-barang yang dimuat barang berbahaya dapat
menimbulkan atau merusak kapal karena Caustic Soda, selain usia kapal dibuat tahun
1971, namun menurut saksi kerusakan tidak sampai seperu yang nampak dari foto-
foto yang ditunjukkan dalam sidang;

- Saksi menerangkan wewenang untuk menentukan muatan kapal dan cara penyusunan
barang-barang serta pemberangkatan kapal itu ada pada Nachoda dan Mualim 1

- Kapal tidak layak layar bila perbandingan muatan kapal diatas dek dan didalam palka
tidak berimbang;

- Tentang force mayeur harus dibuat Berita Acara untuk Syahbandar dan para pihak,

- Berdasarkan laporan Stafnya, saksi membenarkan telah mengeluarkan surat
keterangan tentang bahan kimia Caustik Soda dan Potasium Hydroxide yang
dikategorikan bahan-bahan berbahaya;

- Tentang sifat korosifnya (mudah merusak) atau bersifat asam maka pencmpatannya
harus diatur tersendiri,

Saksi Ir. Syamsudin Afandi, MS :

Saksi adalah Dosen Tetap jurusan Teknik Kimia FT1 - ITS yang dihadirkan olch Majelis

Arbiter sebagai Saksi Ahli memberi keterangan dibawah sumpah pada sidang tanggal 29

Mei 2000, sebagai berikut :

- Caustic Soda (Na OH) dan Potassium Hydroxide (K OH) kemasannya harus
memenuhi aturan-aturan khusus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditunjubkan
didepan persidangan yaitu untuk barang berbahaya benrbentuk padat syarat
kemasannya berbeda dengan barang berbahaya yang berbentuk cair, apabila padat
harus dibungkus plastik dulu baru dimasukkan kedalam drum,;

- Tidak dapat memastikan apakah Na OH dan K OH yang dimuat di palka dalam waktu
singkat dapat menimbulkan korosif seperti yang nampak dari foto-foto di persidangan
karena diperlukan penelitian lcbih dahulu tentang kronologis sejak awal Juga tentang
sejauhmana pengaruh air laut terhadap bahan-bahan kimia tersebut,

- Seclain itu saksi tidak dapat menerangkan secara pasii tentang korosif yanyg terdapal
dalam foto-futo itu tanpa melihat bahan bahan campurannya demikian juga berapa
lama kecepatan korosif pada bahan-bahan tersebut,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli diatas Mejelis berpendapat tidak
dapat dipastikan bahwa kerusakan pada badan kapal (Palka I dan II) seperti pada foto
bukti P14, P15, P16 dan P17) disebabkan karena bahan kimia Na OH dan K OH vyang
dimuat dalam kapal KM. Waringin Sejatera (Milik Pemohon) dalam pelayaran dari
Belawan sampai Banjarmasin;

\WN

/
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Arbiter mempelajari permohonan, Replik,

Saksi, alat-alat bukti tertulis dan Kesimpulan Pemohon, serta jawabai, Duplik, Saksi-
saksi, alat-alat bukti tertulis dan Kesimpulan Termohon, Majelis berpendapat bahwa inti
masalah hukumnya (legal issue) adalah adanya perbedaan perhitungan dan penafsiran
akibat penilaian yang tidak sama antara Pemohon dan Termohon terhadap Surat
Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal No. 023/DK/XT1/98 tanggal 8-12-98 (bukti P1);

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter telah menemukan selain perbedaan-
perbedaan diantara Pemohon dan Termohon terbukti ada persamaan diantara kedua belah
pihak ;

Menimbang, bahwa persamaan diantara Pemohon dan Termohon yaitu :
a. Besarnya Uang Charter Kapal Rp. 510.894.266,- (Lima ratus sepuluh juta delapan
ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enampuluh enam rupiah);
b. Pemohon telah mentransfer uang kepada Termohon dan telah diakui oleh Termohon
uang transfer tersebut sebesar Rp. 11.777.500 (Sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter memandang tiduk perlu mempertimbangkan
lebih lanjut terhadap persamaan tersebut diatas yang akan ditelaah adalah perbedaan
antara kedua belah pihak yaitu ;

I. Jumlah declay (keterlambatan) yang menurut Pemohon 23 hari, menurut Termohon
71 hari;

2. Jumlah besarnya biaya operasional selama persewaan kapal oleh Termohon,;

3. Termohon masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada Pemohon Rp.
209.564.998,-(dua ratus sembilan juta lima ratus enampuluh empat ribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Sedangkan Termohon berpendapat kewajibannya kepada Pemohon tersisa Rp
7.165.658,- (tujuh juta seratus enampuluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan
rupiah),

4. Biaya uang trip Anak Buah Kapal (ABK) selama persewaan kapal oleh Termohon

yang belum dibayar oleh Termohon,

Biaya perbaikan kerusakan selama disewa oleh Termolion,

Keuntungan yang scharusnya diterima oleh Pemohon ;

Adanya tuntutan biaya Keterlambatan pembayaran olch Termohon,

Mengenai Sita jaminan,

02 On

Menimbang, bahwa Majclis Arbiter sctelah mempelajari claim kedua belah piliak
dan memperhatikan dokumen-dohumen yang ada dan bukti perjanjian (P-1) sampai pada
perhitungan delay adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 23 —12-1998 samipai dengan tanggal 26  12- 1998 Pclabulian Makasar,
kapal sedang menjalani pemeriksaan BKI, menurut pertinbangan Majclis Arbiter
seharusnya surat-surat sudah dipersiapkan oleh Pemohon sebelumnya dan keadaan ini
sudah diketahui oleh Termohon, oleh karenanya resiko ditanggung kedua belah pihak
sehingga Majelis Arbiter menetapkan : 2 (dua) hari delay ;

2. Tanggal 12-01-1999 sampai dengan tanggal 13-01-1999 di pelabuhan Makasar, kapal
menunggu petugas pandu: bukan delay;

3. Tanggal 22-01-1999 sampai dengan tanggal 31-01-1999 Pelabuhan Makasar kapal
memperbaiki cerobong, dan tiang lampu navigasi, berdasarkan laporan tiba/berangkat
kapal, yang dibuat oleh Nachoda tanggal 31 Januari 1999 (T1-3) Majelis Arbiter
menetapkan ; 7 (tujuh) hari delay ;
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Tanggal 17-02-1999 sampai dengan tanggal 19-02-1999 Pelabuhan Makasar, posisi
kapal nungging akibat beban muatan, sehingga perlu memindahkan beban agar
seimbang (lihat Berita Acara T1-4 ) Majelis Arbiter menetapkan : bukan delay ;
Tanggal 17-03-1999 sampai dengan tanggal 23-03-1999 Pelabuhan Biringkassi, kapal
tidak berangkat ke Biringkassi tapi kembali ke Ujung Pandang , berdasarkan Berita
Acara tanggal 25 bukti T1-5 dan 6, Majelis Arbiter menetapkan : 2 (dua) hari delay;
Tanggal 25-03-1999 sampai dengan tanggal 26 -03-1999 Pelabuhan Biringkassi,
kapal menunggu alat navigasi dari Surabaya, berdasaikan bukti T1-5 dan 6, Majelis
Arbiter menetapkan : 1 (satu) hari delay;

Tanggal 29-03-1999 sampai dengan  tanggal 04 —04-1999 di Pantoloan, karena
tunggu pandu, bukti T1-7, Majelis Arbiter menetapkan: bukan delay;

Tanggal 25-04-1999 sampai dengan tanggal 30-04-1999 kapal bersandar di
Pelabuhan Gersik, mengambil peralatan, Majelis Arbiter berpendapat : 4 (empat)
hari delay;

). Tanggal 23-04-1999 sampai dengan tanggal 25-04-1999 dan tanggal 30-04-1999
sampai dengan 02-05-1999 Kapal di Pulau Matasici, Majelis mempertimbangkan
karena tidak didukung alat bukti asli (hanya foto copy), sehingga di tolak sebagai alat
bukti, Majelis Arbiter menetapkan : bukan delay;

- Tanggal 22-06-1999 sampai dengan tanggal 06-07-1999 Peclabuhan Bonemanjing,
kapal berdasarkan Berita Acara tanggal 17 Juli 1999 yang dibuat olch Nakhoda bukti
T1-11 maka Majelis Arbiter menetapkan : 14 (empat belas ) hari delay;

2. Tanggal 19-07-1999 sampai dengan tanggal 21-07-1999, Pelabuhan Belawan Medan,
kapal sedang menunggu kepastian dari PT.BUS, berdasarkan T1-12, Majelis Arbiter
menetpkan : bukan delay;

3. Tanggal 05-08-1999 sampai dengan tanggal 18-08-1999 mulai dari Pulau Datu
hingga off hire di Banjarmasin karena tidak ada dokumen dan bukan kesalahan
Pemolion tetapi ada larangan dari Administrasi Pelabuhan untuk kapal dilarang
berlayar dengan muatan (tanpa muatan), Majelis Arbiter menctapkan: bukan delay

Dengan demikian jumlah delay seluruhinya adalali 30 (tiga paluh) hari;

Menimbang, bahwa menurut perhitungan Majelis Arbiter jumlah delay adalah 30
iga puluh) hari dikalikan uang sewa kapal per hari Rp. 2.111.133,-(dua juta seratus
belas ribu seratus tigapuluh tiga rupiah) = Rp. 63.333.990,- (¢enam pululi tiga juta tiga
itus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa biaya keperluan operasional KM Waringin Sejahtera perode
nggal 09-12-1998 sampai dengan 18-08-1999 menurut Majelis Arbiter adalah scbagai
rikut

Menurut perhitungan Pemohon biaya operasional kapal = Rp. 343.616.768 -(tiga
ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh
delapan rupiah);

Menurut perhitungan Termohon biaya operasional kapul = Rp. 354.338.165,-(liga
ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima
rupiah);

Sedangkan Majelis Arbiter mempertimbangkan biaya operasional kapal = Rp.
342.211.425-(tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus
dua puluh lima rapiah) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di
bawah ini ;
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Menimbang, bahwa tentang imeroysrasianalnVegeliastikiknckarpendapat tidak

semua biaya operasional seperti yang diajukan olch Termohon. dulam bukti 13

diperselisihkan maka Majelis Arbiter hanya akan memeriksa yang menjadi perselisihan,

sedangkan yang tidak disangkal olch Pemohon Majelis Arbiter berpendapat tidak ada
perselisihan sehingga pertimbangan Majelis Arbiter scbagai berikut :

1. Bukti T3 Nomor urut 93 yaitu 1 Unit Ic Regulated Power Supply type PS-30A,

lengkap dengan Kipas Pendingin, 1 Unit SSB Yaesu HF-Transceiver type FT-80C,
lengkap dengan Mikrofon dan Kabel Accunya, 1 Unit Pesawat VHF 7000 merk
King, lengkap dengan Mikrofon & Kabelnya, 1 Unit Test lnjector Pump.
Berdasarkan bukti T3 Nomor urut 93 Memo dari PT. BUS tanggal 27-04-1999
ternyata dalam Berita Acara tersebut tidak dicantumkan harga, di pihak lain Pemohon
menyatakan ketika “off hire” barang tersebue tidak ada di kapal, tetapi ada tanda
terimanya. Maka Majelis Arbiter menctapkan resiko ditanggung masing-masing
separoh yaitu Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) : 2 =
Rp. 4.825.000,-(empat juta delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah) ;

2. Bukti T3 Nomor urut 152, supply 17 ton solar/HSD @ Rp 710,- harena
keterlambatan kapal bukan akibat kesalahan Termohlion, sedang menurut perjanjian
bukti P1 pasal 8 bahan bakar (HSD) dan air tawar selama pengoperasian kapal
menjadi tanggung jawab Termchon tetapi tentang solar (HSD) yang tercampur ais
maka terhadap biaya ini Majelis Arbiter menetaphan dipikul masing-masing scparoh
yaitu Rp. 12.070.000,- (dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah) : 2 = Rp. 6.035.000,-
(enam juta tiga puluh lima ribu rupiak).

3. Bahwa bukti T-3 nomor urut 163 dan 164 ternyata mengenai hal yang sama kaicna
waktu/tanggalnya sama yaitu tanggal 18 Agustus 1999 ketika kapal dinyatahan “oft
hire”. '

Sclain itu permasalahannya juga sama yaitu mengenai bahan bakar dan air tawar,

- Bahan bakar ternyata di hitung dua kali yaitu sewaktu kapal “on hire” tanggal 1o
Desember 1998 (bukti T3-163) sudah dilengkapi dengan balian bakar 4500 fier
olch Pemohlion sedangkan Termolion masih menghitung 5 789 hiter, schinigga
Majelis Arbiter berpendapat peilu mengurangi bahan bakar yaitu 5 789 hier di
hurangi 4500 liter = 1289 liter dengan harga Rp. 660,- per liter — 1 289 [ X Rp
660 = Rp. 850.740,~(delapan ratus lima pululi ribu tuju ratus empat puluh
tibu rupiah);

- Bahwa pada “on hue” pasediaan an tawar (bubti T3-164) adalah 4000 liter -
sedangkan Termohon berpendapat bahwa air tawar milik Penyewa/Termohon
adalah 56 000 liter, schingga Majclis Arbiter menguranginya dengan 4000 liter
(bukhti T3-164) menjadi 52 000 liter. Adapun Laiganya adalah 52.000 liter X Rp
8,- per liter — Rp 416.000 (empat ratus enambelas ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dengan demikian pedhitungan Majelis Arbiter untuk bukti 1’3
nomor urut 93, bukti T3 nomor urut 152 dan 13 nomor urut 163104 adalali scbagai
berikut

1. Rp. 4825.000,-

2. Rp. 6.035.000,-

3. Rp. 850.740,-

4. Rp. 416.000,-

Jumlah  Rp. 12.126.740,- (dua belas juta seratus dua pulah enam ribu tujuh ratus
empat puluh rupiah);
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Menimbang bahwa dengan dcemikian Majelis  Arbiter berpendapat biaya
operasional seluruhnya adalah Rp. 354.338.165,- - Rp. 12.126.740,- = Rp. 342.211.425,
(tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus dua pulah lima
rupiah);

Menimbang , bahwa tuntutan Pemohion sebesar Rp. 22.676.000,- sebagai
perbaikan biaya kapal menurut bukti-bukti yang ada ternyata bukan untuk perbaikan
kapal, melainkan untuk keperluan antara lain OPT, di Banjarmasin, tambat, labuh, pandu,
pemeriksaan bea cukai, air tawar dan BBM yang menurut ketentuan pasal 6 dan pasal 8
perjanjian  (bukti P1) memang merupakan tanggung jawab Penyewa/Termohon.
Berdasarkan bukti P11 dan P22 semua beban Termolion kecuali keperluan perpanjangan
dispensasi dan perpanjangan dokumen kapal menurut Pasal 7 bukti P1, beban Pemohon,
schingga Majelis Arbiter mengabulkan sebesar Rp. 22.676.000,- - Rp. 1.750.000,- =
Rp. 20.926.000,- (dua puluh juta sembilan ratus duapuluh enam ribu rupiah.

Menimbang, bahwa mengenai vang uip ABK yang belum terbayar oleh
Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- Majelis Arbiter berpendapat bahwa perjalanan kapal
terscbut telah mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat penuh I(satu) trip, olch
harenanya Majelis Arbiter berpendapat wajar bila ABK menerima uang perjalanan hanya
scbesar separohnya yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap claim alat kesclamatan kapal yang hilang, Majclis
Arbiter berpendapat alat keselamatan kapal tersebut terpakai olch ABK pada waktu
terjadi kecelakaan kapal, berdasarkan pasal 6 dan pasal 8 perjanjian tanggungan
Termohon. Namun karena tidak ada buhti kehilangan dan tidak ada bukti harga barang
yang hilang, maka Majelis Arbiter menolak permohionan ini;

Mentmbang, bahwa dengan demikian rincian Pemolion adalal sebagai berihut

a Scwa kapal Rp. 510.894.266,-
b T'ransfer uang dari Pemohon yang scharusnya dibayar
‘I'ermohon Rp. 11.777.500,-
¢ Biaya pembelian dan keperluan kapal Rp. 20.926.000,-
d. Biaya uvang tiip ABK Rp. 500.000 -
Jumlah keseluruhan Rp. 544.097.766,-

(Lima ratus empat pulul empat juta sembilan puluh tajubi ribu tujuli ratus
enampuluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian rincian Termohon , adalah sebagai berikut :
Biaya operasional kapal selama discwa Rp. 342211 425,-
Biaya delay 30 hari X Rp. 2,111 133,- Rp. 63333990 -
Jumlah keseluruhan Rp. 405.545.415,-
(empat ratus lima juta lima ratus empat puluh lima ribu empat vatus lima
belas rupiah);

c e

Maka karena itu Termohon masih harus membayar kepada Pemohon sebesar Rp.
544.097.766,- - Rp. 405.545.415 - = Rp. 138.552.351,- (seratus tiga puluh dclapan juta

lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan keterangan saksi ahli
yaitu Ir. Syamsudin  Afandi MS dari ITS yang didengar keterangannya didepan
persidangan dimana saksi tidak dapat memastikan sebab kerusakan kapal karena bahan
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kimia yang bersangkutan (Na OHgrdap§sfaknwunverdapelisrandea berkesimpulan
kerusakan kapal sebagaimana didalilkan Pemohon yang disebabkan olch bahan-bahan
kimia yang berbahaya (Na OH dan K OH) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta
rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter berpendapal tuntutan Pemohon terhadap
kerugian keuntungan yang seharusnya diterima olch Pemolion, karena tidak diperjanjikan
haruslah tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter berpendapat tuntutan Pemohon terhadap uang
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan, tidak dapat dikabulkan
karena bukan merupakan pengganti terhadap suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan bunga 3% (tiga persen) perbulan karena
kehilangan keuntungan yang seharusnya di terima Pemohon menurut Majelis Arbiter
dinilai wajar berdasarkan bukti bahwa Pemohon memang berhak atas tagihan adaunya
kekurangan kewajiban Termohlion, namun Majelis Arbiter hanya mengabulkan 2 % (dua
persen) perbulan yaitu sesuai tingkat bunga yang berlaku dewasa ini dari jumlah  Rp.
138.552.351,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima pululb dua ribu tiga
ratus lima pulub satu rupiah) terhitung mulai tanggal pendaftaran permohonan
Pemohon,;

Meninibang, bahwa Majclis Arbiter berpendapat permohonan untuk menctaphan
sita jaminan walaupun diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tcutany
Arbitrase namun Majelis Arbiter berpendapat tidak dapat mengabulkan karena tidak
cukup beralasan mengingat bahwa dalam persidangan pihak Termohon menunjubkan
itikat baik untik membayar kewajibannya, hanya terbentur pada selisih perhitungan
jumlah;

Menimbang, baliwa dengan memperhatikan dan mengimgat Undang-Undang No
30 tahun 1999, Peraturan Prosedur BANI, Undang undang Pelayatan No 21 tahun 1992
HIR dan perjanjian yang terhait

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk scbagian,

2. Menghuhum  Teomohon  membayar  hepada  Pemohion  uang  scjumlah - Rp.
138.552.351,- (seratus tiga puluh delapan juta lima catas lima paluh dua ribu
tiga vatus lima pulub satu rupiah) dengan menerima (anda buhti Pembayaran
yang sah;

3. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon dengan bunga sebesar 2
% (dua persen) perbulan dari jumlah Rp. 138.552.351,- (sératus tiga puluh

delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratas lima puluh satu rupiah
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terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Badan Asbitrase Nasional Indonesia (3AN1)
Jawa Timur tanggal 23 Deéem_ber 1999 sampai dengan Term«}hon membayar lunas
kewajiban tersebut;

4. Menolak permohonan Pemchion yang selain dan selcbilinya;

5. Menetapkan putusan ini harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diucapkan;

6. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara masing-masing untuk

seperdua bagian,

Demikian diputus dan diucapkan hari ini Senin tanggal 03 Juli 2000 dan pada hari itu
diucapkan olch kami, Ny Hj. Hartini Mochtar Kasran, SH selaku Ketua Majelis Arbiter
seita Isinet Baswedan, SH. dan Prof Dr Rudhi Prasetya,SH masing-masing sebagai
Anggota Majclis Arbiter dan di hadiri  Drs. Gustaf £.S. Binti, SH , Amir‘qéi_’i_in;-Si-l,
Samsul Anam, SH sebagai kuasa Pemohon dan Ali Aspandi, SH Sebagai huasa

‘Termolion seita Richard Wahyudi,SH MS. sebagai Sckretaris Sidang.

Anggola-anggola v v 33 Ketua Majclis Arbiter

Ismat Baswedan,SH

cAL

Prot Dr.Rudhi Prasetya, SH

R)uhard Wahyudi,SH,MS.
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